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KATA PENGANTAR

ajian ini disusun sebagai upaya untuk memberikan gambaran komprehensif
Kmengenai perkembangan, tantangan, serta arah kebijakan evaluasi
pendidikan di Indonesia. Dengan fokus pada peningkatan mutu pembelajaran
dan penguatan sistem pendidikan nasional, kajian ini diharapkan dapat
menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam
merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada pembelajaran
mendalam. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk meninjau kebijakan masa lalu
dan saat ini, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan ke
depan.

Melalui analisis pendekatan multidimensi yang meliputi aspek filosofis,
yuridis, teoretis, sosiologis, dan empiris, kajian ini berupaya menyajikan
perspektif holistik tentang evaluasi pendidikan di Indonesia. Pendekatan kajian
ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang muncul seiring
dengan dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan tuntutan global.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang telah memberikan kontribusi, baik dalam bentuk masukan, data,
maupun diskusi yang memperkaya substansi kajian ini. Kami dengan terbuka
menerima masukan dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan di
masa mendatang.

Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan
sistem pendidikan di Indonesia, serta turut berkontribusi dalam mewujudkan
visi besar Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing global

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

TTD.

Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.
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BAB 1
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

endidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan
Pnasional. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, evaluasi
pendidikan memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas sistem
pembelajaran. Di Indonesia, perjalanan evaluasi pendidikan telah mengalami
berbagai transformasiyang signifikan, mulai dari era Ujian Penghabisan hingga
penerapan Asesmen Nasional (AN). Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat
terkait kebijakan pendidikan masa depan, Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah (Kemendikdasmen) berencana menyempurnakan mekanisme
evaluasi hasil belajar terstandar berbasis individu yang komprehensif dan
holistik guna mendukung implementasi pembelajaran mendalam.

Evaluasi pendidikan yang dirancang dengan baik dapat memberikan
dampak positif terhadap kualitas pembelajaran secara menyeluruh (Brookhart,
2008). Di banyak negara, penerapan asesmen formatif dan diagnostik yang
berpusat pada pembelajaran murid dikaitkan dengan perbaikan motivasi
belajar, pengembangan kompetensi yang lebih komprehensif bagi murid,
dan adaptasi strategi pengajaran yang lebih efektif dan terpersonalisasi
oleh pendidik (Black & William, 1998; Crevola, Hill, & Fullan, 2006; OECD,
2013; Messick, 1996). Di samping itu, instrumen evaluasi pembelajaran yang
mengutamakan pemahaman konseptual dan keterampilan berpikir kritis
dapat mendorong transformasi metode pengajaran dan strategi belajar
yang adaptif dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang makin pesat
(Cheng, 1999; Care dkk., 2018). Ketika asesmen dirancang untuk mengukur
kompetensi esensial, seperti literasi dan numerasi secara mendalam, fokus
pembelajaran di sekolah dapat bergeser ke arah penguatan keterampilan
analitis dan reflektif. Hal ini mendorong guru untuk mengadopsi metode
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pembelajaran yang lebih berpusat pada murid, menciptakan lingkungan
belajar yang lebih dinamis dan interaktif (Crevola, Hill, & Fullan, 2006).

Pada sisi lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Fullan (2021), evaluasi
pendidikan yang terlampau menitikberatkan skor akademik dan seleksi masuk
ke institusi elite pada jenjang pendidikan selanjutnya mengorbankan mayoritas
murid dan menciptakan pembelajaran yang sempit, serta mendistorsi apa
yang semestinya dipelajari untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Ketika
evaluasi terlalu berfokus pada hasil ujian, pendidik dan murid berisiko hanya
berlatih mengerjakan soal ujian tanpa memahami esensi materi (Lucas,
2021). Menurut Alderson dan Wall (1993), model evaluasi yang terlalu
terstruktur, terutama yang berbasis pilihan ganda, cenderung menghambat
pembelajaran bermakna dan menurunkan kualitas pemahaman. Akibatnya,
murid lebih mengutamakan keterampilan menjawab soal dibandingkan
membangun pemahaman konseptual yang kokoh. Oleh karena itu, model
evaluasi harus dapat membuktikan bahwa pembelajaran yang mendalam
telah terlaksana, alih-alih keterampilan menjawab soal. Selain itu, evaluasi
pendidikan yang berkonsekuensi besar (high-stakes) dapat menimbulkan
tekanan yang berlebih pada murid dan pendidik, tanpa membawa perbaikan
pada mutu pembelajaran (Moss dkk., 2021).

Oleh karena perubahan kebijakan evaluasi pendidikan membawa
dampak signifikan terhadap orientasi pembelajaran sampai ke tingkat
satuan pendidikan, upaya menyempurnakan evaluasi pendidikan perlu
dilandaskan pada suatu kajian yang mendalam. Berdasarkan kajian tersebut,
Kemendikdasmen selaku pembuat kebijakan pendidikan dasar dan menengah
berusaha untuk memperkuat evaluasi pendidikan yang selaras dengan tujuan
pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan
berdaya saing global demi tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Dalam kajian ini, untuk konsistensi penggunaan istilah, “asesmen” pada
umumnya merujuk pada bentuk-bentuk evaluasi pendidikan yang bersifat
low-stakes, yakni tidak berkonsekuensi besar bagi murid yang menempuhnya.
Lalu “ujian” adalah bentuk-bentuk evaluasi pendidikan high-stakes, yaitu
berkonsekuensi besar, seperti misalnya penentu kelulusan murid dari jenjang
pendidikan tertentu dan/atau kelanjutan studi murid. Sedangkan “tes” adalah
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instrumen untuk mengevaluasi pengetahuan dan/atau keterampilan murid
dalam suatu bidang studi tertentu. Patut dicatat bahwa dalam kebijakan
pendidikan Indonesia, terminologi tersebut tidak selalu digunakan secara
konsisten. Misalnya, Asesmen Nasional dapat bersifat high-stakes bagi
sekolah karena dikaitkan dengan BOSP Kinerja, sedangkan Uji Kesetaraan
bersifat low-stakes karena tidak memiliki konsekuensi bagi murid dan
lembaga pendidikan. Oleh karena itu, jika terminologi resmi digunakan,
definisi operasional dalam paragraf ini tidak berlaku.

1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini memiliki empat tujuan utama:

1. Mengkaji landasan filosofis, yuridis, dan teoretis kebijakan evaluasi
pendidikan di Indonesia secara komprehensif.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan historis
kebijakan evaluasi pendidikan serta dampaknya terhadap kualitas
pembelajaran.

3. Meninjau pelaksanaan evaluasi sistem pendidikan yang sedang
berjalan saat ini, termasuk efektivitas, dampak, dan tantangan
dalam implementasinya.

4.  Menyusun rekomendasi untuk kebijakan-kebijakan baru terkait
evaluasi pendidikan, sebagai penyempurnaan kebijakan sebelumnya.

Ruang lingkup kajian mencakup dimensi kebijakan dan praktik
evaluasi pendidikan, mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai tingkat
nasional. Kajian ini juga menganalisis pengalaman berbagai negara dalam
mengembangkan evaluasi yang efektif dan adaptif.

1.3 Kerangka Analisis

Kajian ini menggunakan pendekatan multidimensi yang difokuskan pada

tiga aspek utama.
1. Aspek Filosofis dan Teoretis: Mengkaji fondasi konseptual evaluasi
pendidikan, meliputi teori evaluasi kontemporer, standar asesmen
internasional, dan prinsip-prinsip evaluasi berbasis bukti. Aspek
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ini menjadi landasan memahami tujuan evaluasi pendidikan dan
kaitannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran.

Aspek Kebijakan dan Regulasi: Berfokus pada analisis kerangka
hukum dan regulasi yang berlaku, mulai dari tingkat undang-
undang, peraturan pemerintah, sampai peraturan-peraturan menteri
yang relevan. Aspek ini krusial dalam memahami konteks legal dan
administratif implementasi evaluasi pendidikan di Indonesia.

Aspek Empiris dan Implementasi: Menganalisis data pelaksanaan
evaluasi pendidikan, termasuk hasil monitoring dan evaluasi
kebijakan-kebijakan evaluasi pendidikan dan studi kasus di tingkat
satuan pendidikan, misalnya akreditasi satuan pendidikan. Aspek
ini memberikan gambaran nyata tentang efektivitas dan tantangan
implementasi kebijakan di lapangan.

1.4 Struktur Kajian Akademik

Laporan kajian ini terdiri dari enam bab sebagai berikut:

Bab 1Pendahuluan memberikan gambaran umum tentang kajian ini,
termasuk latar belakang, tujuan, dan metodologi yang digunakan.

Bab 2 Tujuan Evaluasi Pendidikan secara ekstensif membahas
landasan evaluasi pendidikan dari perspektif filosofis, yuridis,
teoretis, sosiologis atau kebijakan publik, dan empiris.

Bab 3 Perkembangan Evaluasi Pendidikan di Indonesia mengurai
sejarah dan evolusi kebijakan evaluasi pendidikan nasional dari
tahun 1950 sampai tahun 2019.

Bab 4 Evaluasi Pendidikan Periode 2019-2024 mengulas kebijakan
periode 2019-2024, dengan penekanan pada perubahan yang
terjadi dan rekomendasi perbaikannya.

Bab 5 Kebijakan Baru Evaluasi Pendidikan menyajikan rekomendasi
tentang Tes Diagnostik dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai
kebijakan baru yang perlu diterapkan guna menyempurnakan
bangunan kebijakan evaluasi pendidikan yang sudah ada.
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+ Bab 6 Penutup merangkum temuan utama dan menyajikan
rekomendasi untuk peningkatan evaluasi pendidikan nasional.

Kajian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan
evaluasi pendidikan yang lebih efektif dan berorientasi pada konsep
pembelajaran mendalam serta bermuara ke peningkatan kualitas
pembelajaran di Indonesia.






BAB 2
Landasan Kajian
Evaluasi Pendidikan

Bab 2 membahas berbagai aspek mendasar dalam evaluasi pendidikan
yang memberikan arahan dan kerangka pikir untuk menyusun kajian ini.
Landasan filosofis memberikan dasar-dasar pemikiran yang membentuk dan
mengarahkan kebijakan evaluasi pendidikan agar memiliki manfaat yang
jelas. Landasan yuridis meletakkan pijakan hukum untuk mendukung dan
mengatur kebijakan. Landasan teoretis menelaah konsep, prinsip, dan teori
evaluasi pendidikan yang relevan bagi kebijakan yang diusulkan. Landasan
sosiologis kebijakan publik berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat
yang menjadi sasaran kebijakan dan pilihan kebijakan publik yang menjawab
permasalahan sosial masyarakat. Adapun landasan empiris didasarkan pada
observasi atas pelaksanaan riil evaluasi pendidikan di berbagai negara.
Dengan demikian, berbagai landasan tersebut memastikan bahwa kebijakan
evaluasi pendidikan disusun secara komprehensif, berbasis teori, hukum,
serta realitas sosial dan empiris.

2.1 Landasan Filosofis

Diskursus filosofis tentang evaluasi pendidikan kontemporer terwakili dalam
argumen-argumen antara Davis dan Winch (Cantley, 2024; Glum, 2015).
Secara ontologis, Davis (1998) berpendapat bahwa upaya untuk mengetahui
secara rinci pengetahuan murid adalah suatu ilusi, karena pengetahuan
tersebut terdiri dari banyak komponen dan keyakinan yang tidak dapat digali
melalui hasil ujian. Interpretasi atas isi pengetahuan murid membutuhkan
banyak asumsi yang terlalu sulit untuk dibuat sepenuhnya eksplisit. Oleh
karenanya, pengetahuan murid tidak dapat dievaluasi secara rinci melalui
ujian sebagaimana diyakini para pendukung ujian high-stakes.

Secara epistemologis, Davis (1998) berargumen bahwa tidak mungkin
membuat instrumen ujian/tes yang cukup valid dan reliabel untuk menilai
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pengetahuan dan keterampilan yang mendalam, seperti misalnya higher
order thinking skills. Menurut Davis (1998), ujian valid yang ada sekarang
cenderung hanya menguji pengetahuan pada tingkat dasar atau permukaan.
Berdasarkan argumen-argumen tersebut, Davis (2015) menarik kesimpulan
aksiologis-etis bahwa ujian tidak dapat digunakan untuk tujuan akuntabilitas
sekolah karena reliabilitas dan validitasnya sangat terbatas. Ujian yang bersifat
high-stakes juga tidak dapat dibenarkan untuk menentukan laju pendidikan
murid.

Argumen-argumen yang dikemukakan Davis tampaknya berakar pada
skeptisisme epistemologis, yang menolak gagasan bahwa pengetahuan
murid dapat diukur secara objektif melalui ujian high-stakes. Pandangan ini
sekaligus mengkritisi pendekatan reduksionis dalam evaluasi pendidikan,
yang cenderung mengukur keberhasilan hanya berdasarkan hasil tes, tanpa
mempertimbangkan kompleksitas pemahaman dan keterkaitan konsep yang
dimiliki setiap individu. Tantangan ke depan adalah bagaimana membangun
sistem evaluasi yang tidak hanya adil dan akurat, tetapi juga mampu menggali
pemahaman secara lebih holistik.

Sementara itu, Gingell & Winch (2000) menyanggah pandangan-
pandangan Davis (1998). Menurut mereka, secara epistemologis, ujian tidak
kehilangan kegunaannya walaupun hanya dapat menangkap sebagian
dari pemahaman murid. Pemahaman murid berkembang sesuai dengan
tingkat tumbuh kembang dan tidak sama persis dengan pengetahuan dan
keterampilan mendalam dan kompleks orang dewasa. Oleh karena itu, dapat
dikembangkan suatu bentuk ujian yang sesuai dengan perkembangan tingkat
pemahaman murid, meskipun mungkin masih bersifat hafalan atau recalling
pada tahapan-tahapan tertentu. Pada kenyataannya, asesmen pengetahuan
dan keterampilan murid secara mendalam seperti yang dikemukakan oleh
Davis (1998) tidak selalu diperlukan. Misalnya, murid SD kelas 1 cukup diuji
kemampuannya mengenali angka dan huruf.

Selanjutnya, Winch (2015) menyoroti aspek aksiologis dalam evaluasi
pendidikan.  Mengingat keterbatasan-keterbatasan  ontologis  dan
epistemologis dalam evaluasi, tujuan evaluasi pendidikan harus dibuat
spesifik. Sangat sulit mengharapkan satu bentuk evaluasi dapat digunakan
untuk berbagai tujuan sekaligus. Jika asesmen dirancang untuk memetakan
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kemampuan akademik murid, hasil asesmen tersebut tidak sepatutnya
digunakan juga untuk tujuan akuntabilitas sekolah dan sistem pendidikan.

Di samping itu, Cantley (2024) menyoroti ketidakadilan epistemologis
akibat pelaksanaan evaluasi pendidikan berkonsekuensi besar/high-
stakes (yaitu ujian). Ketidakadilan epistemologis adalah situasi yang
tidak menguntungkan bagi seorang murid dalam kapasitasnya sebagai
penyandang pengetahuan. Ujian dapat membuat murid-murid dari latar
belakang sosial-ekonomi-kultural tertentu atau penyandang disabilitas
tertentu dipandang kurang memiliki kapasitas pengetahuan dan kurang
relevan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang lebih tinggi.

Berefleksi dari diskursus filosofis di atas, evaluasi pendidikan patut diakui
memiliki keterbatasan-keterbatasan ontologis dan epistemologis sehingga
tidak dapat diharapkan melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan. Akan tetapi, evaluasi dapat dibuat koheren dengan
kebutuhan dan tujuan pendidikan. Dalam konteks pelaksanaan pembelajaran
mendalam yang tidak hanya berhenti pada tataran pemahaman, melainkan
juga mengaplikasikan dan merefleksikan pengetahuan dan keterampilan,
diperlukan bentuk-bentuk evaluasi yang lebih berkesinambungan dan
komprehensif, serta tidak sekadar mengandalkan satu ujian dalam menilai
kemampuan murid.

Selain itu, ketidakadilan epistemologis sebagai akibat evaluasi pendidikan
bersifat high-stakes tidak sejalan dengan cita-cita untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
sebagaimana termaktub dalam Mukadimah UUD 1945. Pengejawantahan
Cita-cita nasional tersebut menuntut penyelenggaraan suatu evaluasi
pendidikan yang bertujuan memajukan kecerdasan semua murid, tanpa
mengeksklusi murid secara tidak adil.

Kesimpulan dari argumen filosofis yang telah diuraikan menegaskan
bahwa evaluasi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagaiinstrumen pemetaan
hasil belajar, tetapi juga sebagai alat yang mampu menggali sekaligus
menumbuhkan motivasi, rasa ingin tahu, serta pemahaman yang lebih
mendalam pada murid. Oleh karena itu, kebijakan evaluasi perlu dirancang
secara holistik dengan mempertimbangkan aspek ontologis, epistemologis,
dan aksiologis sehingga tidak semata-mata bertumpu pada kuantifikasi hasil
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ujian, tetapi juga membangun sistem yang lebih adaptif, serta berorientasi
pada pengembangan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2.2 Landasan Yuridis

Landasan hukum evaluasi pendidikan di Indonesia diatur dalam beberapa

regulasi utama, antara lain:

1.

10

Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan “mencerdaskan
kehidupan bangsa” sebagai salah satu tujuan negara Indonesia yang
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Norma
tersebut memastikan seluruh warga negara Indonesia memiliki
akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan
yang layak dan berkualitas. Oleh karena itu, negara wajib menjamin
akses terhadap pendidikan yang bermutu untuk semua. Rancangan
kebijakan dan program evaluasi pendidikan perlu sejalan dengan
cita-cita untuk menyediakan akses pada pendidikan bermutu secara
adil.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (UU Sisdiknas) yang mengatur mengenai evaluasi
pendidikan yang terdiri dari evaluasi sistem dan evaluasi hasil
belajar murid.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal
20 yang mengatur tentang tugas guru untuk melakukan evaluasi
hasil belajar secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu
pembelajaran.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah menjadi
kewenangan pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat adalah
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan
oleh pemerintah daerah. Dalam kerangka ini, pemerintah pusat
melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah di bidang
pendidikan melalui pengukuran indeks standar pelayanan minimal.
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Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-
2045, yang memuat bahwa pembangunan sumber daya manusia
menjadi kunci dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Di
sektor pendidikan, pembangunan diharapkan mampu mendorong
optimalisasi bonus demografi dengan cara mengatasi berbagai
tantangan, di antaranya perluasan akses pendidikan, pemerataan
layanan pendidikan berkualitas, dan penyelarasan pendidikan
dengan dunia kerja. Undang-undang ini menetapkan beberapa
indikator target pembangunan manusia yang menjadi acuan bagi
kebijakan evaluasi pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan yang memuat tentang penyelenggaraan pendidikan
yang dilakukan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan. Selain
itu, PP tersebut juga mengatur tentang proses evaluasi hasil belajar
dan evaluasi sistem pendidikan, proses akreditasi, dan sertifikasi
untuk satuan pendidikan. PP ini menggantikan PP No. 19 Tahun
2005 yang telah beberapa kali diubah.

Peraturan menteri yang berkaitan dengan evaluasi pendidikan:

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)
No. 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang
Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional yang
mengatur bahwa ujian nasional tidak lagi menjadi penentu
kelulusan murid.

b. Permendikbud No. 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional
yang menggantikan Ujian Nasional dengan Asesmen Nasional
(AN) yang mencakup Asesmen Kompetensi Minimum (AKM),
Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Permendikbudristek) No. 21 Tahun 2022 tentang
Standar Penilaian Pendidikan yang mengatur tentang evaluasi
berbasis asesmen formatif dan sumatif di satuan pendidikan
serta menekankan penggunaan evaluasi sebagai alat perbaikan
pembelajaran, bukan sekadar penilaian akhir. Ujian Sekolah
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yang diatur pada Permendikbud No. 43 Tahun 2019 dihapus
dan diganti dengan asesmen formatif dan sumatif.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai
salah satu layanan dasar yang wajib diselenggarakan pemda.

e. Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan untuk menentukan layanan
dasar yang wajib diselenggarakan pemda.

f. Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar
Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah sebagai
acuan penilai utamanya dalam penentuan kelulusan.

g. Permendikbudristek No. 31 Tahun 2023 tentang Uji Kesetaraan
untuk memberi pengakuan hasil belajar murid dari pendidikan
nonformal dan informal.

h. Permendikbudristek No. 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan
Menengah sebagai penjaminan mutu eksternal terhadap
satuan pendidikan.

i.  Permendikbudristek No. 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem
Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah.

Berdasarkan berbagai peraturan yang disebutkan di atas, evaluasi
pendidikan di Indonesia bukan hanya berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
akademik murid, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan untuk
meningkatkan kualitas sistem pendidikan secara menyeluruh. Regulasi yang
mengatur evaluasi pendidikan menunjukkan adanya pergeseran paradigma
dari sekadar pengukuran hasil belajar menuju evaluasi yang lebih holistik
dan berorientasi pada pengembangan murid. Misalnya, penggantian Ujian
Nasional dengan Asesmen Nasional dalam Permendikbud No. 17 Tahun
2021 menandakan perubahan fokus dari evaluasi hasil akhir pembelajaran
individual ke pemetaan kompetensi dan karakter secara sistemis. Selain itu,
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PP No. 57 Tahun 2021 menegaskan pentingnya Standar Nasional Pendidikan
sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan evaluasi. Namun, tantangan
tetap ada, seperti bagaimana memastikan implementasi evaluasi yang
tidak hanya administratif dan bermanfaat pada tataran lembaga dan/atau
pemerintah, tetapi benar-benar memberikan umpan balik yang efektif bagi
peningkatan pembelajaran murid secara individual. Oleh karena itu, masih
diperlukan penyempurnaan dan penambahan peraturan yang menerapkan
prinsip evaluasi yang berkeadilan dan berorientasi pada peningkatan kualitas
pendidikan pada tingkat nasional, daerah, institusional, dan individual murid.

2.3 Landasan Sosiologis Kebijakan Publik

Sebagai bagian dari kebijakan publik, penyempurnaan sistem evaluasi
pendidikan oleh pemerintah akan memengaruhi sistem pendidikan nasional
dan juga kehidupan masyarakat luas (aspek sosiologis). Maka dari itu,
kebijakan ini perlu menyerap aspirasi masyarakat tentang evaluasi pendidikan
dan implikasinya bagi kebijakan pemerintah lainnya, seperti penerimaan
murid dan mahasiswa baru. Kebijakan pemerintah menghapus Ujian Nasional
(UN) karena terjadinya pandemi COVID-19 pada 2021 mendapatkan berbagai
reaksi pro dan kontra. Seiring dengan berakhirnya pandemi dan kembalinya
pembelajaran tatap muka di sekolah, keinginan untuk mengembalikan
Ujian Nasional kembali mengemuka. Beberapa pertimbangan yang menjadi
landasan sosiologis kebijakan publik evaluasi pendidikan dikemukakan pada
bagian berikut.

Pertama, evaluasi terstandar yang bersifat high-stakes dapat
mempertajam kesenjangan sosial ekonomi sehingga diperlukan langkah-
langkah mitigasi. Tasnur dkk. (2022) melaporkan bahwa sebagai akibat dari
pelaksanaan UN, murid menghabiskan 5-15 jam belajar tambahan dalam
bentuk les dan bimbingan belajar (bimbel). Hanya murid dari kelas sosial
ekonomi menengah ke atas yang dapat mengakses les dan bimbel tambahan
untuk meningkatkan skor UN. Oleh karena itu, hasil UN tidak sepenuhnya
mencerminkan kemampuan dan usaha murid, melainkan juga bias kelas sosial
ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan-temuan penelitian internasional
tentang dampak buruk dari ujian high-stakes (Darling-Hammond dkk., 2020).

Kedua, terkait dengan isu kesenjangan sosial ekonomi, evaluasi

13



Kebijakan Evaluasi Pendidikan Indonesia

pendidikan yang dirancang dengan baik dapat menemukan kesenjangan-
kesenjangan capaian pembelajaran yang terkait dengan latar belakang
sosial-ekonomi tertentu berdasarkan data yang dikumpulkan. Berdasarkan
data tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan,
dan guru dapat menyesuaikan kebijakan dan praktik pembelajaran untuk
mengatasi atau meminimalisasi kesenjangan tersebut (OECD, 2013).

Misalnya, kajian INOVASI bersama dengan Kemendikbudristek ketika
pandemi COVID-19 melanda mengidentifikasi kesenjangan antara capaian
hasil belajar dengan standar nasional dan internasional (INOVASI & PSKP,
2023). Sebagian besar yang mengikuti asesmen belum mencapai standar
literasi dan numerasi yang diharapkan, dan terdapat kesenjangan gender
dalam capaian literasi. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara kurikulum
nasional (Kurikulum 2013) dan standar global, terutama dalam pengajaran
literasi yang kurang mengakomodasi keterampilan menyimak dan decoding
(mengenali elemen-elemen bahasa tertulis). Kajian tersebut juga mendapati
faktor keluarga dan sekolah berkontribusi signifikan terhadap hasil
belajar. Berdasarkan temuan tersebut, pada tataran kebijakan, hasil kajian
merekomendasikan beberapa strategi untuk meningkatkan hasil belajar,
termasuk investasi di wilayah kurang terlayani, peningkatan keterlibatan
keluarga dalam pendidikan, serta penyediaan dukungan pembelajaran
bagi kelompok yang termarginalisasi. Pada tataran praktik pembelajaran
di sekolah, hasil kajian menyoroti pentingnya pendekatan sistematis dalam
pengajaran yang lebih terfokus, dengan ekspektasi pembelajaran yang jelas,
asesmen berkelanjutan, serta pelatihan guru guna memastikan kemajuan
dalam literasi dan numerasi.

Kesimpulan rekomendasi semacam ini seyogianya tidak didapatkan
dari kajian semata, melainkan dari hasil olah data evaluasi pendidikan
nasional. Pelaksanaan AN setelah pandemi mereda membuka peluang untuk
analisis serupa. Akan tetapi, AN tidak memiliki kesensitifan inferensi pada
tingkat individu murid, karena desainnya berdasarkan sampel pada satuan
pendidikan.

Ketiga, evaluasi high-stakes yang dapat menentukan kelulusan dan/
atau kelanjutan studi ke lembaga pendidikan di jenjang berikutnya perlu
dijaga integritasnya. Mengingat skor evaluasi sering dijadikan kriteria
utama penerimaan murid atau mahasiswa baru di satuan pendidikan yang
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lebih selektif, masalah kecurangan masih dapat dijumpai bahkan ketika
ujian berbasis komputer telah dilakukan. Tetap diperlukan pengawasan
yang sangat ketat seperti pada UTBK untuk menurunkan kecurangan.
Survei Federasi Serikat Guru Indonesia mendapati kebanyakan guru tidak
mendukung kembalinya UN karena kecurangan yang masif dan sistematis
sehingga tidak mencerminkan kemampuan murid yang sesungguhnya
(Lavenia Y, 2024). Oleh karena itu, penerimaan murid baru dari jalur prestasi
di jenjang selanjutnya berpotensi tidak adil jika hanya menggunakan kriteria
skor ujian. Akan tetapi, pada kenyataannya evaluasi terstandar nasional
untuk individu murid acapkali diperlukan untuk penerimaan murid atau
mahasiswa di jalur prestasi. Ketiadaan standar penilaian hasil belajar yang
bersifat nasional seperti UN menciptakan variasi standar penilaian antarguru,
antarsekolah, dan antardaerah. Rapor murid sulit diperbandingkan ketika
akan digunakan untuk tujuan seleksi jalur prestasi ke jenjang selanjutnya,
sebagaimana diungkapkan oleh Ketua PGRI, Unifah Rosyidi (CNN Indonesia,
2024). Sekolah juga cenderung memberikan nilai yang lebih tinggi daripada
semestinya kepada murid untuk memperbesar kemungkinan mereka masuk
ke sekolah atau perguruan tinggi favorit sehingga kembali lagi membuat
integritas akademik tercederai dan mendorong kecurangan. Kajian internal
BSKAP menunjukkan bahwa distribusi nilai rapor murid yang berdasarkan
evaluasi guru dan sekolah jauh lebih tinggi dan homogen dibandingkan
dengan evaluasi terstandar dari pihak eksternal seperti UTBK dan Asesmen
Nasional, seperti terlihat dari Gambar 2.1 berikut.

Distribusi Sekolah Berdasarkan Rerata Nilai UTBK 2024
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Distribusi Sekolah Berdasarkan Literasi Numerasi 2022
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Gambar 2.1 Distribusi Nilai Rapor, Asesmen Nasional, dan UTBK
Sumber: Pusat Asesmen Pendidikan, 2024

Selain itu, beberapa negara dan perguruan tinggi luar negeri tetap
menuntut adanya penilaian eksternal dari pemerintah atas hasil belajar murid,
seperti misalnya di Jerman dan Belanda (Ceasaria & Prastiwi, 2024). Sebagai
pembuat kebijakan publik, pemerintah tetap perlu hadir menyediakan
layanan evaluasi pendidikan bagi warga negara yang ingin melanjutkan studi
di beberapa negara tertentu. Namun, ketika UN diselenggarakan, hasil UN
juga tidak dapat diterima di negara-negara lain seperti di Australia karena
permasalahan integritas, sedangkan hasil ujian dari Malaysia dan Cina dapat
diterima. Oleh karena itu, penyelenggaran evaluasi eksternal high-stakes bagi
individu murid harus tetap dibarengi dengan upaya meningkatkan integritas
sistem evaluasi.

Keempat, upaya penyempurnaan evaluasi pendidikan nasional juga
perlu mempertimbangkan arah perkembangan global dan praktik-praktik
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baik yang diadopsi oleh negara-negara lain. Berbagai lembaga internasional,
seperti OECD dan ADB telah menyelenggarakan studi dan menyusun laporan
rekomendasi kebijakan evaluasi pendidikan yang dapat menjadi bahan
perbandingan bagi pemerintah. Mengingat Indonesia telah memulai proses
aksesi menjadi anggota OECD, sistem pendidikan nasional perlu disejajarkan
dengan standar evaluasi pendidikan di negara-negara OECD. Pembahasan
dalam Subbab 5 merangkum berbagai tren evaluasi pendidikan di negara-
negara lain yang dapat menjadi acuan agar Indonesia bergerak sesuai
dengan praktik-praktik terbaik global.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di subbab ini, dalam merancang
kebijakan evaluasi pendidikan, pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan
akan standar nasional yang objektif dengan model evaluasi yang lebih holistik,
berorientasi pada pembelajaran mendalam, dan tidak membebani secara
berlebihan. Alih-alih mengembalikan Ujian Nasional dalam bentuk lama,
evaluasi pendidikan sebaiknya mengadopsi model asesmen formatif dan
diagnostik yang mendukung pembelajaran terdiferensiasi yang mendalam
serta pengembangan keterampilan berpikir kritis, tanpa mengabaikan aspek
sumatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti untuk kelanjutan studi
baik di dalam maupun luar negeri. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat
tersebut, pemerintah dapat mengadakan ujian eksternal opsional yang dapat
digunakan untuk seleksi masuk perguruan tinggi, baik dalam maupun luar
negeri. Selain itu, kebijakan harus memastikan evaluasi yang inklusif dan tidak
bias secara sosial ekonomi, misalnya dengan menyediakan akses terhadap
contoh atau materi latihan ujian bagi semua murid sehingga mereka dapat
belajar secara mandiri tanpa perlu tergantung pada bimbingan belajar.
Namun, perlu disadari bahwa setiap asesmen berskala besar berpotensi
mendorong praktik teaching to the test, yang dapat mengarah pada drilling
soal dan pembelajaran yang sempit. Oleh karena itu, kebijakan evaluasi
pendidikan harus dirancang secara koheren dengan praktik pembelajaran di
kelas, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai alat seleksi, tetapi juga sebagai
instrumen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.
Jika dirancang dengan saksama, evaluasi ini dapat membantu mendorong
guru dan murid untuk memperkuat pemahaman konsep, keterampilan
berpikir kritis, serta kesiapan murid untuk menghadapi tantangan akademik
dan profesional di masa depan.
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2.4 Landasan Teoretis

Secara teoretis, evaluasi pendidikan memiliki cakupan yang luas, meliputi
evaluasi keseluruhan sistem pendidikan, dan evaluasi hasil belajar individual
murid hanya salah satu elemen dari sistem evaluasi tersebut (Gouédard dkk.,
2020). Idealnya, kerangka konseptual sistem evaluasi pendidikan mencakup
dan berkelindan dengan keseluruhan komponen dalam sistem pendidikan
nasional (OECD, 2013). Pertama-tama, kerangka konseptual pendidikan
tersebut harus sejalan dengan tujuan-tujuan besar sistem pendidikan yang
dituangkan dalam berbagai standar nasional pendidikan dan kurikulum
nasional, berbagai kebijakan pendidikan lainnya, dan nilai-nilai (values) yang
dihidupi masyarakat sebagai panduan normatif (OECD, 2013). Sebagaimana
ditunjukkan dalam Gambar 2.2, kerangka konseptual evaluasi pendidikan
meliputi asesmen, penilaian kinerja guru dan kepala satuan pendidikan,
evaluasi institusional satuan pendidikan, dan evaluasi keseluruhan sistem
pendidikan, yang saling berkait dan berpengaruh pada praktik-praktik
dalam sistem pendidikan (Gouédard dkk., 2020). Evaluasi yang menyeluruh
tersebut memerlukan tata kelola, kapasitas pelaksana evaluasi, dan prosedur
yang tepat guna sehingga dapat memproduksi hasil evaluasi atas seluruh
komponen sistem pendidikan yang bermanfaat bagi penyempurnaan
kebijakan pendidikan, perbaikan lingkungan belajar dan efektivitas proses
belajar mengajar, dan pada akhirnya meningkatkan capaian pembelajaran itu
sendiri (OECD, 2013).

Evaluation and
Assessment Framework

Student
Assessment

Teacher Education System
Appralsal Evaluatlon

SchoolLeader ( ) School
[ Appraisal Evaluation ]

Practices within
School System

Gambar 2.2 Kerangka Evaluasi Pendidikan OECD
Sumber: Gouédard dkk., 2020, him. 37
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Di Indonesia, evaluasi yang menyeluruh atas sistem pendidikan nasional
telah dilaksanakan melalui Asesmen Nasional (AN) yang meliputi Asesmen
Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Dalam
SurveiLingkungan Belajar, baik murid maupun pendidik memberikan informasi
tentang kualitas ekosistem pendidikan di satuan pendidikan. AN menjadi
sumber data untuk Rapor Pendidikan yang bermanfaat bagi akreditasi sebagai
bentuk evaluasi institusional sekolah dan evaluasi sistem pendidikan daerah
dan nasional. Hasil evaluasi sistem berdasarkan AN tersebut diharapkan
dapat mengorkestrasikan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk
bekerja sama meningkatkan hasil belajar murid.

Perihal teori evaluasi atas hasil belajar murid, pemikiran Scriven pada
1967 menjadi fondasi teoretis utama. Scriven membedakan antara evaluasi
formatif dan sumatif (Fitzpatrick dkk., 2004). Kemudian, evaluasi diagnostik
ditambahkan sebagai subjenis dari evaluasi formatif. Tabel 2.1 membandingkan
evaluasi formatif dan sumatif.

Tabel 2.1 Perbandingan Evaluasi Formatif dan Sumatif

m Evaluasi Formatif Evaluasi Sumatif

Tujuan Mendorong dan Menilai hasil belajar
memantau kemajuan selama periode waktu
belajar tertentu

Tingkat kedetailan Topik, konsep, atau Kumpulan topik/konsep

inferensi dimensi kompetensi dan kompetensi yang
yang spesifik lebih menyeluruh

Pelaporan hasil evaluasi = Informal kepada murid Informal dan formal

kepada murid, orang tua,
dan satuan pendidikan

Komparabilitas hasil Antarwaktu Antarwaktu dan
antarmurid di kelas atau
sekolah yang sama

Cakupan domain Sempit, sesuai keperluan = Lebih luas, sesuai
dalam proses belajar dengan kurikulum yang
mengajar digunakan

Sumber: Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud (2019)

Sebagaimana terlihat dari Tabel 2.1, evaluasi sumatif memiliki tujuan
menilai hasil belajar dalam satu periode, misalnya satu tahun ajaran. Evaluasi
ini bersifat retrospektif dan oleh karenanya memiliki cakupan materi yang
lebih luas sesuai dengan kurikulum yang digunakan dan inferensi yang
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didapatkan dapat mencakup kumpulan konsep dan kompetensi yang lebih
menyeluruh. Evaluasi ini sesuai untuk membandingkan capaian pembelajaran
antarwaktu dan antarmurid pada kelas atau sekolah yang sama. Walaupun
hasil evaluasi dapat disampaikan secara informal, sering kali hasil evaluasi
sumatif disampaikan melalui cara-cara formal kepada murid, orang tua, dan
satuan pendidikan (Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud, 2019).

Evaluasi formatif bertujuan mendorong dan memantau kemajuan
belajar dan bersifat prospektif. Cakupan materi yang dievaluasi umumnya
sempit karena disesuaikan dengan keperluan proses belajar mengajar yang
sedang berjalan. Oleh karena itu, inferensi yang bisa didapatkan juga spesifik
pada konsep dan kompetensi tertentu. Perbandingan hasil evaluasi hanya
bersifat antarwaktu untuk yang bersangkutan dan hasil evaluasi umumnya
disampaikan secara informal kepada murid (Balitbang dan Perbukuan
Kemendikbud, 2019).

Adapun asesmen diagnostik memiliki kesamaan dengan asesmen
formatif dalam hal mendorong kemajuan belajar murid. Akan tetapi,
asesmen diagnostik lebih spesifik bertujuan untuk mengetahui pengetahuan
awal sebelum memasuki topik pembelajaran baru dan kemudian merancang
pembelajaran yang terdiferensiasi (differentiated learning) (National
Foundation for Educational Research, n.d.).

Di samping teori Scriven tentang evaluasi sumatif dan formatif, terdapat
juga model yang membedakan tiga jenis asesmen, vyaitu: assessment for
learning (asesmen untuk pembelajaran), assessment as learning (asesmen
sebagai pembelajaran), dan assessment of learning (asesmen terhadap
pembelajaran) (Earl & Katz, 2006).

Asesmen untuk pembelajaran dirancang untuk memberikan informasi
kepada guru agar mereka dapat menyesuaikan dan membedakan aktivitas
mengajar serta belajar. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap murid
memiliki cara belajar yang unik, tetapi juga menyadari adanya pola dan
jalur pembelajaran yang dapat diprediksi dan diikuti oleh banyak murid (Earl
& Katz, 2006). Mengingat tujuannya untuk memberikan informasi kepada
guru untuk penyesuaian pembelajaran, asesmen untuk pembelajaran serupa
dengan evaluasi formatif.
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Asesmen sebagai pembelajaran adalah proses yang bertujuan untuk
mengembangkan dan mendukung metakognisi pada murid. Pendekatan
ini menekankan peran guru sebagai penghubung utama antara asesmen
dan pembelajaran (Earl & Katz, 2006). Pada praktiknya, asesmen sebagai
pembelajaran sering dilakukan melalui interaksi tanya-jawab antara guru
dengan murid sebagai bagian dari proses pembelajaran di kelas (Brown,
2018). Asesmen sebagai pembelajaran boleh dipandang sebagai variasi dari
asesmen untuk pembelajaran yang bersifat formatif dalam bentuk yang lebih
informal dan disisipkan dalam proses pembelajaran.

Asesmen terhadap pembelajaran bersifat sumatif dan digunakan untuk
mengonfirmasi apa yang murid ketahui dan dapat lakukan, menilai apakah
mereka telah mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum,
serta dalam beberapa kasus, menunjukkan posisi mereka dibanding murid
lainnya (Earl & Katz, 2006).

Dengan demikian, secara teoretis, evaluasi dan asesmen pendidikan
pada dasarnya tetap mengikuti pola sumatif dan formatif, dengan beberapa
variasi seperti evaluasi diagnostik dan asesmen sebagai pembelajaran. Karena
kebijakan pemerintah yang ada sudah mengakomodasi evaluasi formatif
dan sumatif, ke depannya, mungkin diperlukan kebijakan yang memfasilitasi
terjadinya evaluasi diagnostik dan asesmen sebagai pembelajaran (assessment
as learning) secara lebih terarah.

Dewasa ini, wacana evaluasi pendidikan di kalangan peneliti mengarah
pada upaya harmonisasi antara teori atau model evaluasi dengan temuan-
temuan terbaru dari ilmu pembelajaran dan perkembangan murid (science
of learning and development) (Darling-Hammond dkk., 2020). Misalnya,
pendekatan berorientasi penguasaan mengubah fokus evaluasi dari alat
pemeringkatan menjadi sarana untuk mendorong pembelajaran yang lebih
mendalam dan meningkatkan motivasi. Hal ini sejalan dengan penelitian
empiris yang menunjukkan bahwa model evaluasi yang memprioritaskan
perkembangan murid, yakni bersifat formatif dan diagnostik, dapat
mempertahankan keterlibatan murid, meningkatkan efikasi diri, dan
meningkatkan pencapaian mereka. Sesuai dengan model assessment as
learning, integrasi evaluasi ke dalam proses pembelajaran secara langsung
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dan evaluasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kurikulum menjadi
sarana yang bersifat formatif dan memberikan wawasan bagi pengajaran dan
pembelajaran secara langsung (real-time). Selain itu, model asesmen berbasis
kinerja merupakan cara untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat
tinggi, metakognisi, dan kemampuan pemecahan masalah. Hal ini juga sejalan
dengan teori-teori pendidikan yang mendorong asesmen autentik, seperti
project-based learning, penggunaan portofolio, dan bentuk-bentuk evaluasi
yang berorientasi pada pemecahan masalah dalam kehidupan nyata sehari-
hari. Secara keseluruhan, Darling-Hammond dkk. (2020) menemukan bahwa
model evaluasi terstandar tradisional tidak selaras dengan temuan penelitian
terkini dalam ilmu pembelajaran dan perkembangan murid. Sebaliknya,
model evaluasi yang terintegrasi, berpusat pada murid, dan dirancang untuk
mendukung perbaikan berkelanjutan selaras dengan hasil-hasil penelitian
empiris ilmu pembelajaran dan perkembangan murid.

Oleh karena itu, perancangan evaluasi pendidikan perlu pula
memperhatikan keselarasan antara teori dan praktik empiris di lapangan
dan perkembangan terkini penelitian dalam ilmu pembelajaran dan
perkembangan. Kebijakan evaluasi pendidikan ke depan harus mendukung
pembelajaran yang mendalam, serta peningkatan motivasi, keterlibatan, dan
pencapaian murid, bukan sekadar pemberian skor dan pemeringkatan.

2.5 Landasan Empiris

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, teori-teori evaluasi pendidikan
perlu diseimbangkan dengan fakta empiris evaluasi pendidikan berdasarkan
temuan penelitian dan praktik-praktik baik evaluasi pendidikan secara global
yang dapat mendorong perbaikan mutu pendidikan. Subbab ini meninjau
tren evaluasi pendidikan di negara-negara lain sebagai pelengkap dari upaya
komprehensif untuk memberikan landasan empiris yang ajeg bagi perbaikan
kebijakan evaluasi pendidikan nasional.

Secara global, evaluasi terstandar (standardized) atas murid makin
banyak diselenggarakan (OECD, 2013). Perbandingan internasional atas
capaian pembelajaran murid melalui beragam asesmen seperti PISA
(Programme for International Student Assessment) dan TIMSS (Trends in
International Mathematics and Science Study) mendorong negara-negara
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untuk menyelenggarakan evaluasi terstandar pada tingkat nasional agar
dapat mereformasi kebijakan dan sistem pendidikan sehingga mencapai
kinerja sistem yang lebih baik, setara dengan negara-negara yang menjuarai
asesmen internasional (OECD, 2023b). Di samping persaingan internasional,
evaluasi terstandar juga merupakan komponen penting dalam penyediaan
data evaluasi bagi reformasi pendidikan guna membekali murid dengan
keterampilan abad ke-21 (ADB, 2017). Jalan yang ditempuh masing-masing
negara berbeda dalam hal jenis evaluasi pendidikan, penyelenggara evaluasi,
pemanfaatan data, subjek yang dievaluasi, serta tren penggunaan teknologi
dalam evaluasi pendidikan.

Walaupun tiap-tiap negara memiliki kekhasan sistem evaluasi
pendidikan, pada dasarnya ada dua jenis evaluasi pendidikan berdasarkan
penyelenggaranya: evaluasi internal berbasis sekolah dan evaluasi eksternal
yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang ditunjuk oleh
pemerintah. Evaluasi internal yang dilakukan sekolah atas muridnya sangat
lazim dilakukan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Walaupun jenis
evaluasi ini bukan merupakan titik berat dari bab ini, posisinya dalam evaluasi
pendidikan nasional tetaplah penting dan dapat saling mendukung dengan
evaluasi eksternal untuk memajukan pembelajaran murid (ADB, 2017).

Evaluasi eksternal dilaksanakan oleh pihak di luar sekolah. Pemerintah
baik pada tingkat daerah atau pusat adalah pihak yang paling sering
mengadakan evaluasi eksternal. Kadang pula evaluasi eksternal tersebut
dilaksanakan oleh suatu lembaga independen atau perguruan tinggi yang
ditunjuk oleh pemerintah (OECD, 2023b).

Setiap negara memiliki kekhasan jenis evaluasi pendidikan eksternal.
Evaluasi eksternal tersebut dapat dibagi berdasarkan konsekuensinya
(yaitu high-stakes atau low-stakes) dan kewajiban semua murid untuk
menempuhnya. Evaluasi yang bersifat high-stakes (ujian) ada yang bersifat
wajib dan tidak wajib. Ujian GCSE/O-level yang diwajibkan bagi kelas 11 di
Inggris dan beberapa negara persemakmuran adalah ujian penghabisan
SMA dalam periode usia wajib belajar dan menjadi dasar untuk penjurusan
vokasional atau akademik di kelas selanjutnya (OECD, 2023b). Ujian Zhongkao
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di Cina wajib ditempuh untuk menamatkan SMP dan menjadi dasar untuk
seleksi masuk ke SMA (NCEE, 2023). Pada umumnya, ujian high-stakes wajib
lebih jarang diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar. Data OECD
(2023b) atas 39 negara yang diteliti menunjukkan hanya 3 negara yang
menyelenggarakan ujian untuk jenjang SD dan 14 negara untuk jenjang SMP.

Adapun ujian tidak wajib high-stakes lazim digunakan dalam rangka
seleksi masuk perguruan tinggi. Kelulusan SMA tidak ditentukan oleh
keberhasilan murid mencapai nilai yang mencukupi pada ujian tersebut.
Misalnya, ujian A-Level di Inggris hanya diambil di akhir kelas 12 bagi murid
jalur akademik dan tidak untuk murid di jalur vokasional (OECD, 2023b).
Scholastic Assessment Test (SAT) di Amerika Serikat dan Matriculation Exam
di Finlandia ditujukan bagi seleksi masuk ke perguruan tinggi dan tidak
menentukan kelulusan dari jenjang SMA (NCEE, 2023). College Scholastic
Ability Test (CSAT)/Suneung di Korea Selatan boleh ditempuh beberapa
kali agar dapat masuk ke perguruan tinggi yang dituju (ADB, 2019). Semua
contoh ujian ini diperuntukkan bagi murid di penghujung SMA, yang lazim
diselenggarakan di banyak negara. Berdasarkan kajian OECD (2023b), 34 dari
39 negara yang diteliti memiliki ujian di jenjang SMA. Pada umumnya, negara-
negara tersebut tidak melakukan pemeringkatan sekolah berdasarkan rerata
capaian ujian murid, walaupun media massa mungkin melakukannya secara
independen.

Evaluasi low-stakes (asesmen) juga dapat bersifat wajib atau tidak wajib.
Asesmen wajib ditempuh pelajar kelas 9 di Hong Kong (Territory-wide System
Assessment/TSA) dan pelajar kelas 6 dan 9 di Jepang (National Academic
Achievement Assessment/NAAA). Akan tetapi, walaupun asesmen TSA juga
diselenggarakan bagi pelajar Hong Kong kelas 3 dan 6, asesmen tersebut
hanya berdasarkan sampel murid (NCEE, 2023). Di Korea Selatan, National
Assessment of Educational Achievement (NAEA) yang juga bersifat sampel
diselenggarakan di kelas 9 dan 11 (ADB, 2019). Di Jerman, asesmen Vera
(Vergleichsarbeiten) bersifat pilihan bagi pelajar di kelas 3 dan 8. Menurut
OECD (2023b), asesmen lebih lazim diselenggarakan di jenjang SD dan SMP
untuk tujuan pemetaan kualitas dan evaluasi sistem pendidikan. Kombinasi
antara asesmen untuk jenjang SD dan SMP dengan ujian di jenjang SMA
adalah kombinasi yang paling sering ditemukan, terlepas dari keharusan
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menempuhnya atau tidak.

Walaupun tren negara yang menyelenggarakan evaluasi pendidikan
terstandar meningkat, terdapat banyak upaya untuk meminimalisasi sifat
high-stakes atau pemanfaatan evaluasi wajib untuk pemeringkatan murid
dan sekolah. Sebagai contoh, Korea Selatan dahulu mewajibkan NAEA, tetapi
sejak 2013 tidak lagi mewajibkannya bagi semua murid demi meningkatkan
pembelajaran yang menggembirakan dan mengasah kreativitas (ADB, 2019).
NAEA sekarang berdasarkan sampel murid. Walaupun Jepang mewajibkan
NAAA bagi pelajar kelas 6 dan 9, hasilnya hanya diumumkan sebagai rerata
per daerah untuk mengidentifikasi permasalahan dalam kurikulum dan
mendukung perencanaan pendidikan. Sekolah dan pemerintah daerah tidak
wajib mengumumkan capaian NAAA, dan pemanfaatannya adalah untuk
peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran (NCEE, 2023).

Akan tetapi, beberapa negara tetap menyelenggarakan kombinasi ujian
dan asesmen pada setiap jenjang, seperti di tiga negara Asia Selatan—Sri
Lanka, Nepal, dan Bangladesh (ADB, 2017). Ujian di tiga negara tersebut
dilangsungkan setiap tahun, walaupun asesmen tidak dilaksanakan setiap
tahun. Misalnya, Sri Lanka memiliki asesmen yang diselenggarakan di tiga
jenjang—SD, SMP, dan SMA. Asesmen tersebut bertujuan untuk memonitor
kemajuan pembelajaran murid dan berupa tes tertulis dengan model soal
pilihan ganda yang dikombinasikan dengan esai dan isian pendek. Murid kelas
5 menempuh ujian yang akan menentukan kelayakan mereka mendapatkan
beasiswa dan apakah mereka dapat melanjutkan kelas 6 di sekolah unggulan.
Seperti halnya di banyak negara persemakmuran, jenjang SMA Sri Lanka
menyelenggarakan dua ujian. Pada kelas 11 diselenggarakan ujian General
Certificate of Education (GCE) Ordinary Level (O-level) untuk menentukan
murid yang dapat melanjutkan ke kelas 12 dan mengambil jalur persiapan
kuliah. Pada kelas 13, diselenggarakan GCE Advanced Level (A-level) sebagai
seleksi masuk perguruan tinggi (ADB, 2017). Di tiga negara Asia Selatan
ini, murid menempuh lebih banyak evaluasi pendidikan yang dilaksanakan
oleh pihak eksternal dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara
anggota OECD. Murid di Nepal dan Bangladesh mungkin harus mengikuti
enam kali evaluasi pendidikan sepanjang pendidikan dasar dan menengah.
Karena ketiga negara Asia Selatan ini bukan peserta PISA dan TIMSS, tidak
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diketahui apakah pelaksanaan asesmen dan ujian yang demikian sering
membawa dampak peningkatan mutu pendidikan dari perspektif komparatif
internasional. Tabel 2.2 merangkum berbagai contoh ujian dan asesmen di
negara-negara lain.

Tabel 2.2 Contoh Ujian dan Asesmen di Berbagai Negara

Inggris O-Level/GSCE High-stakes, wajib
A-Level 12 High-stakes, tidak wajib
Cina Zhongkao 9 High-stakes, wajib
Gaokao 12 High-stakes, tidak wajib
Hong Kong  Territory-wide System 3 dan 6 Low-stakes, tidak wajib
Assessment (TSA)
TSA 9 Low-stakes, wajib
Jepang National Assessment of 6dan9 Low-stakes, wajib
Academic Ability (NAAA)
Amerika SAT (Scholastic 12 High-stakes, tidak wajib
Serikat Assessment Test)
Finlandia Matriculation Exam 12 High-stakes, tidak wajib
Korea CSAT/Suneung (College 12 High-stakes, tidak wajib
Selatan Scholastic Ability Test)
NAEA (National 9dan 11 High-stakes, tidak wajib
Assessment of
Educational
Achievement)
Jerman Vera (Vergleichsarbeiten) 3dan 8 High-stakes, tidak wajib
Sri Lanka Grade 5 Scholarship 5 High-stakes, tidak wajib
GCE O Level M Low-stakes, wajib
GCE A Level 13 High-stakes, tidak wajib
National Assessment 4,8,dan 10  High-stakes, tidak wajib

2.5.2 Subjek yang Diujikan

Di berbagai negara, mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional
sangat beragam. Banyak negara menentukan mata pelajaran yang wajib
diuji, tetapi di banyak negara lain tidak ada mata pelajaran wajib dalam ujian
nasional. Misalnya di Kolombia, Kosta Rika, Estonia, dan Belgia (komunitas
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Perancis), murid hanya mengikuti ujian dua sampai lima mata pelajaran wajib,
tanpa mata pelajaran pilihan. Sebaliknya di Inggris, Skotlandia, Selandia Baru,
dan Turki tidak ada mata pelajaran wajib dalam ujian. Murid dapat memilih
ujian dari berbagai mata pelajaran.

Di 30 negara yang dikaji OECD (2023b), paling tidak terdapat satu mata
pelajaran wajib dalam ujian nasional. Membaca, menulis, dan sastra wajib
diujikan di negara-negara tersebut. Di Korea Selatan, hanya Sejarah Korea
yang diwajibkan dalam ujian. Matematika dan bahasa asing adalah mata
pelajaran lain yang sering diwajibkan dalam ujian nasional.

2.5.3 Penyelenggara Evaluasi Pendidikan Eksternal

Evaluasi pendidikan eksternal (terutama ujian) tingkat SMA umumnya
dibuat oleh pemerintah pusat, kecuali di negara-negara federasi, seperti
Australia dan Jerman. Di negara-negara tersebut, ujian dibuat oleh
pemerintah negara bagian (OECD, 2023b). Terkadang pula lembaga mandiri
ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan evaluasi,
baik ujian maupun asesmen. Di Korea Selatan, Korea Institute for Curriculum
and Evaluation (KICE) didirikan oleh pemerintah tahun 1998 sebagai lembaga
riset independen untuk mengambil alih evaluasi pendidikan dari kementerian
pendidikan. KICE menyelenggarakan NAEA dan CSAT/Suneung (ADB, 2019).
Di Chile, penyelenggaraan ujian dilakukan oleh sebuah departemen dalam
universitas negeri yang khusus dibentuk untuk tujuan ini (OECD, 2023b).

Walaupun diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau lembaga
mandiri, guru dan sekolah di Denmark, Italia, dan Yunani juga berkontribusi
pada pengembangan ujian nasional. Ujian nasional di negara-negara
tersebut meliputi komponen oral dan eksperimen di laboratorium yang harus
melibatkan guru setempat dalam menyusun tugas dan soal (OECD 2023a).

2.5.4 Pemanfaatan Data Evaluasi Pendidikan

Di negara-negara anggota OECD, data dari evaluasi pendidikan
dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan berikut:

1. memberi informasi kepada orang tua tentang kemajuan
pembelajaran anak (95%);
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mengarahkan pembelajaran (91%);

menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan (87%);
mengidentifikasi aspek pengajaran atau kurikulum yang dapat
ditingkatkan (78%);

membuat keputusan tentang kenaikan kelas/jenjang (72%); dan
mengelompokkanmuridberdasarkankemampuan, membandingkan

kinerja antarsekolah, menilai efektivitas guru (kurang dari 50%)
(OECD, 2023b).

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar negara OECD memanfaatkan

data evaluasi pendidikan untuk tujuan formatif dan menempatkan murid

sebagai titik berat pelaksanaan dan tindak lanjut evaluasi. Aspek sumatif
dari evaluasi pendidikan tidak dihilangkan sepenuhnya, seperti terlihat
dari pengambilan keputusan tentang kenaikan kelas atau jenjang yang
dilaksanakan di sebagian besar negara OECD. Di Kolombia, sekolah-sekolah
dengan nilai rerata ujian rendah mendapatkan bantuan ekstra dari pemerintah
(OECD, 2023b). Dengan demikian, data evaluasi pendidikan secara global

lebih diarahkan untuk pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan.

Berkaca dari hasil PISA 2018, negara-negara yang memiliki sistem
pendidikan yang berkeadilan cenderung:

1.

menggunakan data evaluasi untuk menginformasikan kepada
orang tua tentang kemajuan pembelajaran anaknya;
mengumpulkan umpan balik dari murid;

melaksanakan konsultasi rutin per enam bulan mengenai
perkembangan sekolah sebagaimana diatur dalam kebijakan
pemerintah; dan

menggunakan data evaluasi untuk perbaikan pengajaran dan
kurikulum (OECD, 2020).

Dengan demikian, negara-negara dengan sistem pendidikan yang

berkeadilan menerapkan praktik pendidikan berbasis data sehingga dapat

memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan keadaan sosio-ekonomi
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murid. Hasil evaluasi diinformasikan kepada orang tua sehingga mereka
dapat mendukung pembelajaran anak dan ditindaklanjuti secara rutin oleh
sekolah. Penyerapan umpan balik dari murid membantu terciptanya sistem
pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan murid.

Praktik-praktik ~ baik  tersebut perlu  dipertimbangkan  untuk
menanggulangi dampak evaluasi sumatif pada pelestarian hierarki kelas sosial
yang sudah ada sebelumnya (Brown, 2022). Evaluasi pendidikan eksternal
high-stakes tidak bersifat netral, sebaliknya mungkin bersifat elitis. Proporsi
murid dari latar belakang marginal (misalnya, murid dari daerah 3T) yang
tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya akibat evaluasi
high-stakes lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi murid dari kelompok
sosio-ekonomi mapan (Brown, 2018). Oleh karena itu, perbedaan capaian
antarkelompok dapat menunjukkan adanya bias sosial-budaya dalam
penyediaan sumber daya pendidikan di sekolah-sekolah (Stobart, 2005).
Evaluasi pendidikan tidak boleh menyalahkan murid yang telah dirugikan
oleh sistem (Brown, 2022). Sebaliknya, sistem pendidikan perlu menggunakan
data evaluasi untuk mendorong reformasi pendidikan yang berkeadilan.

Terlepas dari variasi-variasi evaluasi pendidikan di berbagai negara,
kebijakan evaluasi pendidikan dapat memiliki implikasi terhadap hasil belajar
murid. Hal ini terlihat dari hasil PISA 2018 dan 2022 yang menunjukkan
kebijakan tentang metode evaluasi dapat memengaruhi capaian akademik
(OECD, 2023a). Efektivitas evaluasi pendidikan dalam meningkatkan capaian
murid agaknya juga bergantung pada bagaimana data evaluasi digunakan
untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas (Ho, 2013).

Pada akhirnya, evaluasi pendidikan yang dirancang dengan baik dapat
membangun konsensus tentang tujuan pendidikan, standar, dan kriteria
untuk menilai keterampilan dan pengetahuan murid. Kebijakan evaluasi
pendidikan juga dapat mengarahkan inovasi pendidikan dengan menekankan
bentuk pembelajaran yang dipandang bernilai sebagaimana tercermin dalam
metode asesmen atau ujian yang ditentukan pemerintah (OECD, 2023b).
Dengan demikian, koherensi antara kebijakan evaluasi dengan tujuan besar
pendidikan negara sangat diperlukan dalam upaya perbaikan evaluasi
pendidikan.
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2.6 Rangkuman dan Penutup

Bab 2 membahas berbagai landasan evaluasi pendidikan, mencakup
aspek filosofis, yuridis, teoretis, sosiologis, dan empiris untuk memastikan
penyempurnaan evaluasi pendidikan yang komprehensif. Dari perspektif
filosofis, evaluasi memiliki keterbatasan dalam menilai pengetahuan secara
mendalam sehingga perlu dirancang agar sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Dari sisi yuridis, berbagai regulasi nasional menunjukkan adanya pergeseran
paradigma dari evaluasi berbasis ujian high-stakes ke pendekatan formatif.
Dari sudut pandang kebijakan publik dan sosiologis, evaluasi pendidikan
memiliki dampak luas terhadap akses dan keadilan pendidikan, sebagaimana
terlihat dari perdebatan masyarakat mengenai Ujian Nasional. Secara teoretis,
evaluasi pendidikan dikategorikan menjadi formatif, sumatif, dan diagnostik,
dengan tren global yang makin mengarah pada asesmen berbasis data
untuk meningkatkan mutu pendidikan. Secara empiris, evaluasi pendidikan
di berbagai negara menunjukkan bahwa penggunaan asesmen yang
tepat dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta mendukung sistem
pendidikan yang lebih berkeadilan.

Bercermin dari pembahasan berbagai landasan di atas, kebijakan evaluasi
pendidikan perlu menekankan pendekatan formatif dan diagnostik yang
mendukung pembelajaran mendalam, bukan sekadar alat pemeringkatan
murid. Pemerintah dapat mengembangkan bentuk-bentuk evaluasi yang
lebih dapat mengakomodasi penilaian keterampilan abad ke-21 untuk
masing-masing individu murid. Untuk menjaga standar nasional yang adil,
perlu ada mekanisme asesmen eksternal opsional yang dapat digunakan
untuk seleksi masuk ke jenjang selanjutnya. Selain itu, evaluasi pendidikan
yang disempurnakan harus mengakomodasi prinsip keadilan sosial, dengan
memastikan bahwa semua murid, terlepas dari latar belakang ekonomi,
tidak dirugikan karena penyelenggaraan ujian. Dengan menerapkan evaluasi
pendidikan yang lebih holistik dan berbasis data, kebijakan ke depan dapat
meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan tanpa membebani
murid secara berlebihan.
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BAB 3

Perkembangan Evaluasi Pendidikan
di Indonesia Tahun 1950 - 2019

valuasi sistem pendidikan nasional di Indonesia telah mengalami evolusi
Eyang mencerminkan perubahan paradigma dalam pengukuran capaian
pembelajaran. Sejak diterapkannya Ujian Penghabisan pada masa kolonial
hingga transformasi menuju Asesmen Nasional saat ini, perubahan tersebut
berakar pada dinamika sosial, kebijakan pendidikan, serta perkembangan

teori evaluasi dan asesmen dalam ranah akademik. Ujian secara nasional

di Indonesia mulai diterapkan pada 1950 dan sejak itu mengalami berbagai

perubahan serta penyempurnaan dalam format dan mekanismenya.

Tabel 3.1 Perkembangan Kebijakan Asesmen Berstandar Nasional di Indonesia

Ujian
Penghabisan

1950-1964

« Ujian
diselenggarakan
oleh pemerintah
pusat dalam
bentuk soal
uraian/esai
dan hasilnya
diperiksa pusat/
rayon

Berdasarkan
mata pelajaran

Dilaksanakan
pada akhir
jenjang sebagai
pertimbangan
memasuki
jenjang
berikutnya
Terstandar

di seluruh
Indonesia

Diujikan pada
seluruh individu
murid

Ujian Negara

1965-1971

« Dikelola secara
terpusat oleh
pemerintah
pusat

* Berdasarkan
mata pelajaran

« Dilaksanakan
pada akhir
Jjenjang sebagai
pertimbangan
memasuki
jenjang
berikutnya

« Terstandar
di seluruh
Indonesia

+ Diujikan pada
seluruh individu
murid

Ujian Sekolah

Pemerintah
pusat hanya
memberikan
pedoman
umum, ujian
diselenggarakan
oleh satuan
pendidikan

Berdasarkan
mata pelajaran

Dilaksanakan
pada akhir
jenjang sebagai
pertimbangan
memasuki
jenjang
berikutnya
Diujikan pada
seluruh individu
murid

Evaluasi
Belajar
Tahap Akhir
Nasional
(EBTANAS)

1980-2002

Kombinasi
antara ujian
sekolah (EBTA)
dengan ujian
tingkat nasional
(EBTANAS)

Berdasarkan
mata pelajaran

Dilaksanakan
pada akhir
jenjang sebagai
pertimbangan
memasuki
jenjang
berikutnya
EBTANAS
terstandar

di seluruh
Indonesia, EBTA
tidak

Diujikan pada
seluruh individu
murid

Ujian
Penghabisan

Kepmendiknas No.
153/U/2003

* UAN sebagai
penentu
kelulusan

* Berdasarkan
mata pelajaran

« Dilaksanakan
pada akhir
Jjenjang sebagai
pertimbangan
memasuki
jenjang
berikutnya

« Terstandar
di seluruh
Indonesia

+ Diujikan pada
seluruh individu
murid.
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2005-2010

* PP No. 19 Tahun 2005
» Permendikbud No. 20

Tahun 2005

+ UN untuk penentu
kelulusan

» Berdasarkan mata
pelajaran

+ Dilaksanakan pada
akhir jenjang sebagai
pertimbangan
memasuki jenjang
berikutnya

» Terstandar di seluruh
Indonesia

» Diujikan pada seluruh
individu murid

2011-2014

« PP No. 19 Tahun 2005

jo. PP No. 32 Tahun
2013

« Permendiknas No. 2
Tahun 2011

» Komposisi
pertimbangan
kelulusan murid
berasal dari UN 60%
+ Ujian Sekolah 40%

« Berdasarkan mata
pelajaran

« Dilaksanakan pada
jenjang sebagai
pertimbangan
memasuki jenjang
berikutnya

« Terstandar di seluruh
Indonesia

« Diujikan pada seluruh
individu murid

2015-2020

* PP No. 19 Tahun 2005
jo. PP No. 32 Tahun
2013 jo. PP No. 13
Tahun 2015

» Permendikbud No. 57
Tahun 2015

+ UN bukan sebagai
penentu kelulusan

« Berdasarkan mata
pelajaran

+ Dilakukan pada akhir
jenjang sebagai
pertimbangan
memasuki jenjang
berikutnya

« Terstandar di seluruh
Indonesia

* Diujikan pada seluruh
individu murid

2021-Sekarang

* PP No. 57 Tahun 2021
jo. PP No. 4 Tahun
2022

« Permendikbudristek
No. 9 Tahun 2022

« Kelulusan ditentukan
oleh sekolah

AN dilakukan melalui
Asesmen Kompetensi
Minimum (AKM)

Penilaian kompetensi
mendasar murid, yaitu
kemampuan literasi
dan numerasi

Tidak dilakukan
pada akhir jenjang
dan tidak menjadi
pertimbangan
memasuki jenjang
berikutnya

Terstandar di seluruh
Indonesia

Tidak diujikan pada
seluruh individu murid

Sumber: Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud, 2020; Dit. SMA Kemendikbud, 2020;

Felicia dkk., 2024

3.1 Ujian Penghabisan (1950-1964)

Ujian Penghabisan merupakan bentuk awal dari evaluasi pendidikan
di Indonesia. Ujian ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk
mengevaluasi hasil pendidikan di tingkat sekolah. Sebelum dilaksanakannya
ujian nasional yang lebih terstruktur, Ujian Penghabisan digunakan sebagai
bentuk penilaian akhir bagi murid untuk menentukan kelulusan mereka
dari jenjang pendidikan tertentu dan melanjutkan ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi. Ujian ini diikuti seluruh murid dan terstandarisasi secara
nasional. Seluruh soal disiapkan oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran,
dan Kebudayaan. Ujian Penghabisan berbasis mata pelajaran, soal ujian
berbentuk esai, dan hasil ujian diperiksa di tingkat rayon atau pusat.

Pada masa penerapan Ujian Penghabisan, sekolah-sekolah mengikuti
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan
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ujian. Hal ini memastikan keseragaman format dan penilaian ujian di
seluruh Indonesia dengan menggunakan standar yang sama. Meskipun
pelaksanaannya telah terstandarisasi, tantangan terkait keadilan dan
keseragaman tetap ada. Beberapa daerah menghadapi kendala dalam hal
kesiapan sarana dan prasarana yang memengaruhi kelancaran ujian. Namun,
dengan adanya sistem pemeriksaan hasil ujian di rayon atau pusat, upaya
untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam penilaian dapat lebih
terkontrol.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan evaluasi yang lebih terstruktur
danterstandarisasimendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan
sistem ujian yang lebih modern. Meskipun Ujian Penghabisan sudah tidak
digunakan lagi, peranannya tetap penting dalam sejarah pendidikan
Indonesia karena memberi gambaran awal tentang perkembangan sistem
evaluasi akademik di Indonesia. Sebagai bagian dari proses menuju sistem
asesmen yang lebih modern, Ujian Penghabisan memberikan pelajaran
berharga dalam hal penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan
berkeadilan (Antara News, 2024).

3.2 Ujian Negara (1965-1971)

Pada periode selanjutnya, pemerintah mulai menerapkan Ujian Negara
yang bersifat sangat sentralistik karena diatur oleh pemerintah pusat dan
menjadi syarat mutlak untuk kelulusan di tingkat tertentu. Implementasi Ujian
Negara dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan keseragaman dalam
proses evaluasi pendidikan, menghindari perbedaan standar antardaerah,
serta memastikan bahwa setiap murid di seluruh Indonesia memiliki kualitas
pendidikan yang setara. Sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional,
Ujian Negara dirancang untuk menilai pencapaian kompetensi dalam
berbagai mata pelajaran.

Ciri khas dari Ujian Negara adalah pelaksanaannya yang diselenggarakan
oleh pemerintah pusat dengan standar yang berlaku di seluruh Indonesia.
Pemerintah pusat menetapkan soal-soal ujian yang wajib diikuti oleh semua
murid di seluruh wilayah Indonesia pada jadwal yang telah ditentukan. Ujian
ini mencakup semua mata pelajaran yang dianggap penting oleh pemerintah,
seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan Illmu Pengetahuan Alam, dan
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dilakukan di akhir masa pembelajaran. Hasil ujian ini menjadi pertimbangan
utama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Murid
yang telah lulus Ujian Negara dapat melanjutkan ke sekolah negeri atau
perguruan tinggi negeri. Sementara, murid yang tidak lulus Ujian Negara
tetap mendapatkan ijazah, tetapi dapat melanjutkan ke sekolah swasta atau
perguruan tinggi swasta. Semua mata pelajaran diujikan dalam Ujian Negara
dan bahan ujian disiapkan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, Ujian Negara merupakan syarat utama untuk memperoleh
jjazah yang menjadi bukti kelulusan seorang dari pendidikan formal. Dalam
konteks ini, ujian bukan hanya sekadar alat ukur pencapaian akademik, tetapi
juga menjadi indikator kesuksesan sistem pendidikan di Indonesia. Ujian yang
diadakan pada tingkat akhir pendidikan ini memberikan gambaran tentang
kemampuan akademik secara keseluruhan, serta berfungsi sebagai kriteria
untuk memvalidasi kelulusan mereka dari jenjang pendidikan tertentu.

Namun, meskipun memberikan kepastian dalam evaluasi akademik, Ujian
Negara tidak lepas dari kritik, terutama terkait dengan kurangnya perhatian
terhadap variasi kemampuan di berbagai daerah. Kritik utama adalah bahwa
ujian initidak selalu dapat mengakomodasi perbedaan akses terhadap sumber
daya pendidikan yang dimiliki oleh murid di daerah terpencil atau kurang
berkembang. Sebagai contoh, murid di daerah dengan fasilitas pendidikan
terbatas sering kali kesulitan untuk mengikuti ujian dengan tingkat kesulitan
yang sama seperti murid di kota-kota besar. Selain itu, beberapa pihak
berpendapat bahwa ujian ini lebih menekankan pada kemampuan akademik
yang terukur melalui tes tertulis, tanpa memperhitungkan keterampilan lain
yang relevan dalam pengembangan pribadi.

Beberapa pihak juga berpendapat bahwa ketergantungan pada ujian
sebagai satu-satunya indikator kelulusan dapat menyebabkan murid merasa
tertekan sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk belajar dengan
lebih mendalam. Dalam hal ini, evaluasi pendidikan yang lebih holistik, yang
mempertimbangkan berbagai aspek kemampuan, mulai dari keterampilan
praktis hingga kreativitas, dinilai lebih ideal. Oleh karena itu, beberapa
pihak mengusulkan agar Ujian Negara tidak hanya menilai pengetahuan
teoretis semata, tetapi juga memberikan ruang bagi penilaian yang lebih
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komprehensif terhadap kemampuan murid secara keseluruhan.

3.3 Ujian Sekolah (1972-1979)

Ujian Sekolah pertama kali diperkenalkan sebagai bagian dari kebijakan
desentralisasi pendidikan yang bertujuan memberikan lebih banyak otonomi
kepada sekolah dalam mengelola proses evaluasi. Sebelumnya, ujian akhir
dilaksanakan secara terpusat oleh pemerintah, yang mungkin tidak selalu
mencerminkan konteks lokal dan kebutuhan masing-masing sekolah.
Dengan sistem ini, sekolah memiliki kesempatan untuk menyusun soal ujian
yang lebih relevan dan sesuai dengan karakteristik murid serta kurikulum
yang diterapkan di masing-masing daerah. Hal ini memberi peluang bagi
pengembangan pendidikan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap
perubahan serta dinamika lokal.

Ujian Sekolah diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan panduan
umum yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah hanya memberikan
panduan umum terkait pelaksanaan ujian, tetapi soal dan pelaksanaannya
sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Ujian ini
berbasis mata pelajaran dan dilaksanakan pada akhir masa pembelajaran
sebagai salah satu pertimbangan untuk memasuki jenjang pendidikan yang
lebih tinggi. Dengan demikian, ujian ini memberi sekolah kebebasan dalam
menentukan bentuk ujian yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik murid
mereka, sekaligus memastikan bahwa evaluasi pendidikan tetap relevan
dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Fitur utama dari Ujian Sekolah adalah penyesuaian dengan kurikulum
yang berlaku di masing-masing sekolah. Setiap sekolah diberi fleksibilitas
untuk menyesuaikan ujian dengan karakteristik murid serta kondisi pendidikan
lokal yang ada. Misalnya, di daerah dengan sumber daya pendidikan
terbatas, ujian dapat lebih berfokus pada penguasaan materi dasar yang
lebih mendalam daripada ujian dengan standar yang terlalu tinggi. Dengan
cara ini, Ujian Sekolah berperan penting dalam mengakomodasi keragaman
dan kebutuhan pendidikan di berbagai daerah, yang merupakan salah satu
prinsip utama dalam pendidikan berbasis karakter dan pengembangan
kemampuan lokal.
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Namun, meskipun memberikan fleksibilitas, pelaksanaan Ujian Sekolah
juga membawa tantangan besar dalam hal standarisasi kualitas pendidikan
di seluruh Indonesia. Karena ujian disesuaikan dengan kondisi lokal dan
kurikulum masing-masing sekolah, terdapat risiko ketidaksetaraan dalam hal
kualitas pendidikan antardaerah. Daerah yang memiliki sumber daya lebih
memadai mungkin mampu menyelenggarakan ujian yang lebih kompleks dan
mencakup berbagai aspek kompetensi, sementara daerah dengan sumber
daya terbatas mungkin hanya dapat memfokuskan ujian pada aspek-aspek
tertentu. Ketimpangan ini dapat memengaruhi kualitas dan perbandingan
hasil ujian di tingkat nasional.

Keberadaan Ujian Sekolah juga membawa dampak signifikan terhadap
proses kelulusan murid. Sebagai salah satu syarat kelulusan, Ujian Sekolah
memberikan gambaran tentang kesiapan murid dalam menyelesaikan
pendidikan di tingkat sekolah menengah. Namun, keputusan kelulusan
berdasarkan hasil ujian ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena
sifatnya yang kontekstual dan tidak dapat mencerminkan kemampuan secara
menyeluruh. Oleh karena itu, meskipun Ujian Sekolah penting, perlu ada
kebijakan evaluasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menilai
kesiapan murid memasuki dunia kerja atau pendidikan tinggi.

3.4 EBTA & EBTANAS (1980-2002)

Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) diperkenalkan pada awal
tahun 1980-an sebagai upaya untuk menciptakan evaluasi pendidikan yang
lebih terstandarisasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, evaluasi kelulusan
di setiap daerah didasarkan pada ujian sekolah yang sering kali tidak
mencerminkan standar akademik yang seragam. Oleh karena itu, Ebtanas
dirancang untuk memberikan penilaian yang lebih objektif dan merata
bagi seluruh murid di Indonesia, dengan mempertimbangkan variasi dalam
kualitas pendidikan di berbagai wilayah.

Ciri utama dari Ebtanas adalah perannya sebagai penentu kelulusan bagi
murid pada jenjang pendidikan akhir, seperti di tingkat sekolah menengah
atas (SMA) dan sederajat. Ujian ini menggantikan ujian kelulusan lokal
yang diterapkan sebelumnya, dan menjadikannya lebih terstandarisasi dan
dapat dibandingkan antardaerah. Ebtanas menjadi instrumen yang penting
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dalam menilai pencapaian pendidikan di tingkat nasional. Murid yang tidak
lulus ujian ini tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Hal ini menjadikan Ebtanas sangat krusial dalam menentukan masa depan
pendidikan mereka.

Materi ujian Ebtanas ditetapkan secara nasional sehingga semua murid
di seluruh Indonesia menghadapi soal ujian yang serupa, dengan materi
yang diambil dari kurikulum yang telah disepakati bersama. Pendekatan ini
untuk memastikan bahwa semua murid memperoleh ujian yang adil dan
setara, tanpa dipengaruhi oleh perbedaan kualitas materi ajar yang diajarkan
di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk
meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi kesenjangan pendidikan
antarwilayah (Pancawati, 2019). Adapun Ebta (merupakan ujian yang) tidak
bersifat terstandar secara nasional.

Pelaksanaan ujian yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah
Indonesia merupakan salah satu karakteristik utama dari Ebtanas. Pelaksanaan
serentak ini bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya ketimpangan
dalam pelaksanaan ujian, serta memastikan bahwa proses evaluasi berjalan
dengan efisien dan terorganisasi. Namun dalam implementasinya, Ebtanas
masih menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah distribusi soal
ujian yang tidak tepat waktu, kendala infrastruktur di daerah terpencil, dan
perbedaan kesiapan antara murid di berbagai wilayah. Meskipun demikian,
Ebtanas tetap dianggap sebagai langkah maju dalam evaluasi pendidikan
nasional.

Seiring dengan perkembangan sistem pendidikan, Ebtanas mulai
digantikan oleh Ujian Akhir Nasional (UAN) pada awal tahun 2000-an.
Meskipun begitu, prinsip-prinsip dasar dari Ebtanas, seperti evaluasi serentak
dan standarisasi berbasis kurikulum nasional, masih dipertahankan dalam
sistem pendidikan Indonesia hingga saat ini. Evaluasi terhadap pelaksanaan
Ebtanas menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek pemerataan kualitas
pendidikan serta peningkatan fasilitas pendidikan di berbagai daerah.

3.5 Ujian Akhir Nasional (2003-2004)

Ujian Akhir Nasional (UAN) pada 2003 hingga 2004 memiliki ciri khas yang
penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Pada periode tersebut, UAN
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menguji beberapa mata pelajaran penting yang diharapkan mencerminkan
kompetensi murid dalam bidang akademik yang telah dipelajari selama
menempuh pendidikan. Sebagai standar kelulusan, nilai yang harus dicapai
pada UAN ditentukan oleh pemerintah pusat, dengan batas kelulusan
pada 2003 adalah > 3.00, sedangkan pada 2004 diperketat menjadi >
4.00. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan
memastikan bahwa hanya murid yang benar-benar memenuhi standar
kompetensi yang dapat dinyatakan lulus. Namun, perubahan ini juga
menimbulkan kekhawatiran di kalangan murid dan guru mengenai tingkat
kesulitan ujian yang makin tinggi.

Pelaksanaan UAN pada 2003 dan 2004 dilakukan dengan mengedepankan
keseragaman di seluruh Indonesia. Soal-soal ujian dibuat oleh pemerintah
pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yang berusaha
untuk menjaga kualitas dan keseragaman dalam proses evaluasi. Dengan
sistem ini, ujian yang diberikan kepada setiap murid di berbagai wilayah
memiliki tingkat kesulitan yang setara dan mampu mengukur kemampuan
murid sesuai dengan kurikulum yang berlaku. UAN menjadi salah satu tolok
ukur utama dalam menentukan kelulusan murid dari jenjang pendidikan
dasar atau menengah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan UAN pada 2003 dan 2004 akhirnya
memunculkan berbagai kritik dan masukan dari berbagai pihak. Banyak
pihak menilai bahwa UAN kurang mencerminkan kemampuan murid secara
menyeluruh, karena ujian tersebut lebih berfokus pada aspek akademik
semata, sementara karakter dan keterampilan lain belum terakomodasi
dengan baik. Berdasarkan evaluasi tersebut, sistem UAN pun diubah menjadi
Ujian Nasional (UN) yang lebih holistik, dengan pendekatan yang lebih
beragam dalam menilai kompetensi murid.

3.6 Ujian Nasional (2005-2019)

Sejak diperkenalkan pada 2005, Ujian Nasional (UN) mengalami
berbagai perubahan dalam upaya meningkatkan kualitas evaluasi pendidikan
di Indonesia. Awalnya, UN dirancang sebagai alat untuk menstandarkan hasil
belajar murid di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah berharap melalui UN
akan tercipta keseragaman dalam sistem evaluasi akademik serta peningkatan
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mutu pendidikan secara nasional. Namun, dalam perkembangannya, sistem
UN terus mengalami penyesuaian guna menyelaraskan dengan kebutuhan
pendidikan yang dinamis.

Pada periode pertama (2005-2010), UN menjadi satu-satunya penentu
kelulusan dengan batas minimal kelulusan yang ditetapkan. Awalnya, batas
kelulusan ditetapkan pada angka 4,25 (2005-2007) dan kemudian meningkat
menjadi 5,50 (2008-2010). Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra,
terutama karena banyak murid mengalami tekanan psikologis yang tinggi
akibat besarnya dampak UN terhadap kelulusan mereka.

Memasuki periode 2011-2014, pemerintah mulai menerapkan sistem
kelulusan yang lebih fleksibel dengan menggabungkan hasil UN dan Ujian
Sekolah (US). Komposisi kelulusan ditentukan oleh nilai UN sebesar 60%
dan nilai US sebesar 40%, dengan batas kelulusan ditetapkan pada angka
5,0. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi sekolah dalam
menilai murid secara lebih menyeluruh serta mengurangi tekanan berlebihan
akibat UN.

Transformasi besar dalam sistem UN terjadi pada periode 2015-2019,
tatkala UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Kelulusan sepenuhnya
ditentukan oleh Ujian Sekolah (US), sementara UN digunakan sebagai alat
pemetaan kualitas pendidikan nasional. Perubahan ini disambut baik oleh
banyak pihak karena mengurangi beban psikologis murid dan memberikan
sekolah kewenangan lebih besar dalam menentukan kelulusan berdasarkan
penilaian akademik yang lebih luas.

Selain perubahan fungsi UN, metode pelaksanaannya juga mengalami
perkembangan signifikan. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah
pergeseran dari ujian berbasis kertas ke ujian berbasis komputer (UNBK).
Penerapan UNBK bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan
akurasi dalam proses ujian karena pengolahan hasil ujian dapat dilakukan
lebih cepat serta mengurangi potensi kecurangan yang sering terjadi pada
ujian berbasis kertas (Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemdikbud,
2016).

Meskipun berbagai perubahan telah dilakukan, pelaksanaan Ujian
Nasional (UN) tetap menghadapi tantangan, seperti kebocoran soal,
kecurangan, tekanan psikologis murid, serta kesenjangan fasilitas pendidikan

39



Kajian Akademik
Kebijakan Evaluasi Pendidikan Indonesia

di berbagai daerah. Evaluasi terhadap sistem UN menunjukkan bahwa
meskipun UN memiliki manfaat dalam pemetaan pendidikan nasional,
penerapannya perlu terus diperbaiki agar lebih relevan, adil, holistik,
dan mampu mencerminkan kompetensi murid secara menyeluruh tanpa
membebani mereka secara psikologis. Namun, penelitian Puslitjak (2019)
menunjukkan bahwa satuan pendidikan dan pemerintah daerah belum
secara optimal memanfaatkan hasil UN untuk peningkatan mutu pendidikan.
Bahkan, beberapa dinas pendidikan dan sekolah tidak mengetahui akses
terhadap hasil UN yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah
diharapkan dapat terus mengembangkan metode evaluasi pendidikan yang
lebih baik, memastikan hasil asesmen dapat dimanfaatkan secara optimal
oleh seluruh pemangku kepentingan, serta meningkatkan kapasitas sekolah
dalam menyelenggarakan penilaian secara mandiri dan bertanggung jawab.

3.7 Rangkuman Evaluasi Pendidikan di Indonesia

Sejarah ujian terstandar nasional di Indonesia menunjukkan evolusi
evaluasi pendidikan yang terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan
dengan kebutuhan pendidikan dan perkembangan kebijakan. Dimulai dari
Ujian Penghabisan (1950-1964) yang terstandarisasi secara nasional hingga
Ujian Negara (1965-1971) yang lebih sentralistik, evaluasi pendidikan kemudian
bergeser ke Ujian Sekolah (1972-1979) yang memberikan otonomi lebih
besar kepada sekolah. Selanjutnya, EBTANAS (1980-2002) memperkenalkan
kombinasi antara ujian nasional dan ujian sekolah sebelum akhirnya
digantikan oleh Ujian Akhir Nasional (2003-2004) yang menstandarkan
evaluasi akademik secara lebih ketat.

Pada periode berikutnya, Ujian Nasional (2005-2019) mengalami
beberapa penyempurnaan, termasuk perubahan dalam sistem kelulusan
dan pergeseran ke ujian berbasis komputer (UNBK). Di awal penerapannya,
UN hanya digunakan sebagai alat evaluasi capaian belajar murid melalui
pengukuran pada beberapa mata pelajaran. Dalam perkembangannya, UN
kemudian digunakan sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan nasional.
Hasil UN menjadi salah satu indikator di dalam Rapor Mutu Pendidikan untuk
mengukur mutu pendidikan di sekolah dan daerah, khususnya berdasarkan
Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Di tingkat yang lebih luas, data Rapor
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Mutu Pendidikan bersama data lainnya digunakan dalam Neraca Pendidikan
Daerah (NPD) untuk memberikan gambaran kualitas pendidikan di daerah
dengan tujuan untuk membantu dalam perencanaan dan pengambilan
kebijakan berbasis data. Pada periode ini, evaluasi terhadap sistem
pendidikan dilakukan melalui evaluasi diri sekolah (EDS) sebagai penjaminan
mutu internal, dan melalui akreditasi sebagai penjaminan mutu eksternal.
Instrumen EDS meminta sekolah melaporkan pencapaian 8 Standar Nasional
Pendidikan. Hasil dari pengisian EDS ini kemudian dijadikan penilaian
terhadap kualitas layanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, di mana
setiap satuan pendidikan akan memperoleh Rapor Mutu berdasarkan hasil
EDS mereka. Akreditasi dilakukan oleh lembaga mandiri, dalam hal ini Badan
Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN-SM) dan Badan Akreditasi Nasional
PAUD-Pendidikan Nonformal (BAN-PNF). BAN-SM dan BAN-PNF melakukan
proses akreditasi untuk melihat ketercapaian delapan Standar Nasional
Pendidikan.

Dalam praktiknya, instrumen EDS memiliki beberapa kelemahan
mendasar yang membuatnya kurang efektif dalam mendorong peningkatan
mutu pendidikan. Pertama, EDS tidak dapat mengukur hasil belajar murid
secara langsung. EDS hanya mengukur aspek administratif dari kualitas
layanan di satuan pendidikan sehingga tidak dapat mengukur keterkaitannya
dengan mutu dan hasil belajar murid. Akibatnya, temuan dari EDS sering kali
tidak sejalan dengan hasil asesmen evaluasi pendidikan yang lainnya, seperti
hasil UN maupun akreditasi sekolah yang dilakukan oleh BAN-SM (Puslitjak,
2019). Ketidakselarasan ini menunjukan bahwa EDS belum cukup efektif untuk
mendorong perbaikan kualitas dan peningkatan mutu pendidikan.

Kedua, instrumen EDS memiliki jumlah pertanyaan yang banyak (lebih
dari 500 soal), yang berpotensi menyulitkan partisipan dalam memberikan
jawaban yang benar-benar mencerminkan kondisi nyata di satuan pendidikan.
Proses pengisian EDS juga menjadi tantangan tersendiri, karena umumnya
hanya dilakukan oleh kepala sekolah atau tim manajemen, sehingga
perspektif guru dan murid sebagai pihak yang mengalami langsung proses
pembelajaran belum tentu tergali. Keterbatasan ini menyebabkan hasil EDS
cenderung bias dan tidak sepenuhnya merefleksikan pengalaman serta
tantangan yang dihadapi oleh seluruh warga di sekolah.
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Berdasarkan paparan tersebut, kelemahan dari kebijakan evaluasi yang
ada pada periode sebelumnya menunjukkan perlunya pendekatan baru
dalam mengukur kualitas pendidikan secara lebih komprehensif. Evaluasi yang
terlalu berfokus pada pencapaian akademik individu dan pemetaan mutu
pendidikan berbasis laporan administratif tidak cukup untuk memberikan
gambaran utuh mengenai kondisi pembelajaran di satuan pendidikan.
Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, kritik terhadap UN sebagai alat
ukur pencapaian akademik yang berisiko menimbulkan tekanan tinggi bagi
murid dan sekolah mendorong lahirnya Asesmen Nasional (2021-sekarang).
Pendekatan AN lebih menekankan pada evaluasi kompetensi mendasar
murid dan pemetaan kualitas pendidikan tanpa menjadi penentu kelulusan.
Pembahasan tentang evaluasi pendidikan yang berlaku saat ini, termasuk
Asesmen Nasional, menjadi pokok bahasan dalam Bab 4.
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BAB 4
Evaluasi Pendidikan Periode
2019-2024

Bab ini memaparkan kebijakan evaluasi pendidikan pada periode 2019-
2024. Pada periode ini, Kementerian melakukan beberapa perbaikan
minor terhadap program-program evaluasi pendidikan, sekaligus melakukan
perubahan mendasar terhadap kebijakan evaluasi pendidikan. Perubahan
mendasar pertama adalah mengembalikan kewenangan untuk melakukan
evaluasi hasil belajar murid sepenuhnya kepada guru dan satuan pendidikan.
Hal ini dilakukan dengan menghentikan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah
Berstandar Nasional. Perubahan mendasar kedua adalah menghadirkan
Asesmen Nasional sebagai evaluasi terhadap mutu sistem pendidikan, tanpa
konsekuensi terhadap individu murid. Sebagaimana dijelaskan pada bab
sebelumnya, sistem ujian terdahulu cenderung lebih menekankan pada aspek
akademik murid dan sering kali menjadi penentu kelulusan atau alat seleksi
utama. Berbagai tantangan dalam penerapannya menunjukkan perlunya
evaluasi pendidikan yang lebih adil dan holistik. Asesmen Nasional hadir
untuk memetakan mutu pendidikan di tingkat sekolah, daerah, dan nasional.
Hasil Asesmen Nasional digunakan untuk menilai efektivitas pembelajaran
serta sebagai sumber data dalam merancang kebijakan pendidikan yang
berbasis pada data.

Kedua perubahan mendasar tersebut dilandaskan pada Undang-undang
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang membedakan
antara evaluasi hasil belajar murid dan evaluasi terhadap sistem pendidikan.
Menurut Pasal 58 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003, evaluasi hasil belajar
murid dalam konteks proses belajar mengajar dilakukan oleh guru, bukan
pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan evaluasi pendidikan periode 2019-
2024 memberi kewenangan penuh pada guru untuk melakukan penilaian
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harian, menentukan kenaikan kelas, dan mengambil keputusan tentang
kelulusan murid.

Selanjutnya, Pasal 59 ayat (1) mengatur bahwa pemerintah pusat dan
pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap “pengelola, satuan, jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan.” Artinya, peran pemerintah dalam evaluasi
pendidikan adalah untuk menilai sistem pendidikan, bukan hasil belajar murid
sebagai individu. Mandat ini yang diterjemahkan menjadi Asesmen Nasional
yang hasilnya disampaikan melalui Rapor Pendidikan. Upaya ini dilakukan
sebagai umpan balik bagi pengelola satuan pendidikan, pemerintah, dan
pemerintah daerah dalam mengevaluasi jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
sesuai kewenangannya.

Selain itu guna menilai pencapaian standar nasional pendidikan, Pasal 58
ayat (2) menyebutkan mandat bagilembaga mandiri untuk melakukan evaluasi
terhadap "peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan.” Hal
ini diterjemahkan sebagai akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi
Nasional. Penyebutan “peserta didik” dalam ayat ini perlu dimaknai dalam
konteks penilaian untuk mengevaluasi efektivitas sistem pendidikan dalam
memfasilitasi tercapainya standar kompetensi lulusan sebagai bagian dari
standar nasional pendidikan. Pencapaian standar kompetensi lulusan tentu
perlu didasarkan pada data tentang capaian belajar murid. Namun dalam
hal ini, data murid tersebut menjadi input bagi evaluasi terhadap sistem
pendidikan, bukan terhadap murid sebagai individu.

Mengikuti konstruksi hukum pada UU No. 20 Tahun 2003, pembahasan
bab ini dibagi menjadi dua bagian, yakni kebijakan evaluasi terhadap sistem
dan evaluasi terhadap hasil belajar murid. Bagian evaluasi terhadap sistem
pendidikan membahas Asesmen Nasional sebagai instrumen penjaminan
mutu serta akreditasi dan indeks standar pelayanan minimum sebagai
instrumen penjaminan mutu eksternal. Bagian evaluasi terhadap hasil
belajar murid membahas ulangan harian dan ujian sekolah sebagai asesmen
pembelajaran, dan uji kesetaraan sebagai pengakuan hasil belajar murid dari
pendidikan nonformal dan informal.
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4.1 Evaluasi Sistem Pendidikan
4.1.1 Asesmen Nasional sebagai Instrumen Penjaminan Mutu

Asesmen Nasional (AN) diselenggarakan Kementerian di satuan
pendidikan dasar dan menengah, baik sekolah maupun madrasah di jalur
formal dan nonformal. AN menggunakan tes dan kuesioner terstandar
untuk mengukur karakter murid, literasi membaca, dan numerasi murid.
AN juga mengukur karakteristik berbagai aspek lingkungan belajar, seperti
iklim keamanan, inklusivitas, dan kebinekaan di satuan pendidikan. Peserta
AN adalah populasi guru dan kepala satuan pendidikan, serta sampel acak
murid kelas 5, 8, dan 11 di setiap satuan pendidikan. Hasil AN tidak dilaporkan
pada level individu, melainkan pada tingkat satuan pendidikan, daerah, dan
nasional. Oleh karena itu, AN tidak bersifat high-stakes bagi murid maupun
guru sebagai individu.

Meski AN merupakan evaluasi eksternal, hasilnya digunakan oleh
pemerintah secara formatif untuk mendorong refleksi dan perbaikan
berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan. Hal ini dilakukan dengan cara
mengemas dan menyampaikan hasil AN kepada satuan pendidikan melalui
platform Rapor Satuan Pendidikan, yang saat ini menjadi bagian dari
Ruang Sekolah dalam platform Rumah Pendidikan. Melalui platform Rapor
Satuan Pendidikan, guru dan kepala sekolah dapat memantau hasil belajar
murid dan kualitas lingkungan belajar yang dirasakan muridnya, serta
membandingkannya dengan sekolah lain di daerah yang sama maupun
secara nasional. Guru dan kepala sekolah juga memperoleh dukungan
berupa rekomendasi program dan kegiatan yang relevan untuk memperbaiki
layanan pendidikan. Dengan kata lain, hasil AN yang ditampilkan melalui
Rapor Satuan Pendidikan menjadi input bagi proses penjaminan mutu
internal oleh satuan pendidikan.

Beberapa catatan berikut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk
memperbaiki kebijakan Asesmen Nasional ke depan:

a. Frekuensi pengisian Survei Lingkungan Belajar oleh guru dan kepala
satuan pendidikan dapat dipertimbangkan untuk dikurangi. Alih-
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alih setiap tahun, pengisian Survei Lingkungan Belajar oleh guru
dan kepala satuan pendidikan dapat dilakukan setiap tiga tahun.
Hal ini akan mengurangi sebagian beban administratif tambahan
bagi guru dan kepala satuan pendidikan. Selain itu, pengisian setiap
tiga tahun juga dapat mencegah efek overexposure yang berpotensi
menurunkan kualitas data yang diperoleh.

Seiringdengan makin banyaknyasatuan pendidikanyang menjadikan
hasil AN sebagai dasar perpanjangan status akreditasinya, maka
perlu dipertimbangkan mekanisme pengawasan pelaksanaan
AN yang lebih ketat. Misalnya, penyediaan insentif yang lebih
memadai dan mekanisme untuk mendorong kepatuhan terhadap
pengawasan silang. Alternatif lain adalah penerapan teknologi
rekognisi wajah yang dapat mencegah niat sekolah melakukan
penggantian murid peserta AN. Formulasi indeks integritas AN
juga dapat menjadi instrumen untuk menekan praktik-praktik yang
dapat merusak validitas AN.

Instrumen tes AKM dan pelaporan hasilnya di Rapor Satuan
Pendidikan perlu ditelaah agar lebih jelas implikasi pedagogisnya
bagi pengajaran literasi dan numerasi di tiap sekolah. Saat ini, AN
memberi informasi tentang skor rata-rata dan kategori tingkat
kompetensi literasi dan numerasi murid (mulai dari “perlu intervensi
khusus” sampai “mahir”). Hal yang perlu diperjelas adalah apa yang
perlu dilakukan guru jika sebagian besar muridnya berada pada
kategori “perlu intervensi khusus” (yang berbeda jika sebagian besar
muridnya berada pada kategori “memenuhi kompetensi minimal”).

Ada persepsi di kalangan sebagian guru bahwa karena AN
tidak berdampak pada murid, mereka kurang termotivasi ketika
mengerjakan soal-soal literasi dan numerasi, sehingga hasilnya
dianggap kurang mencerminkan kondisi pembelajaran yang
sesungguhnya di sebuah satuan pendidikan. Pandangan ini
mencerminkan miskonsepsi tentang tujuan AN. Asesmen Nasional
pada dasarnya memang bertujuan untuk memotret kemampuan
murid dalam kondisi sehari-hari, ketika tidak ada tekanan atau
ancaman artifisial dari sumber eksternal. Jika murid mengerjakan tes
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secara serampangan, hal itu juga merupakan bagian dari kualitas
pembelajaran dan iklim sekolah yang ingin dipotret melalui AN.
Miskonsepsi ini menekankan perlunya sosialisasi yang konsisten
mengenai tujuan AN.

Ukuran sampel murid peserta AN perlu dikaji untuk memastikan
bahwa sampling error berada di bawah batas yang dapat ditoleransi.
Hal ini penting dilakukan terutama untuk satuan pendidikan
dengan jumlah murid yang besar. Sampling error perlu ditelaah dan
diminimalkan mengingat hasil AN mulai digunakan untuk membuat
keputusan yang bersifat high stakes, seperti keputusan tentang
akreditasi ulang serta penentuan sasaran penerima insentif seperti
Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kinerja (BOSP Kinerja).
Mengingat bahwa penambahan peserta AN dapat berdampak pada
waktu dan biaya penyelenggaraan, hal ini perlu dilakukan dengan
persiapan yang matang.

Instrumen dan mekanisme AN vyang akomodatif terhadap
murid dengan disabilitas perlu terus diupayakan. Skor literasi
dan numerasi sekolah luar biasa yang ditampilkan pada Rapor
Pendidikan mengindikasikan kemungkinan bahwa data tersebut
kurang valid. Hal ini tentu perlu diperbaiki agar satuan pendidikan
dan pemerintah bisa mengetahui mutu pembelajaran di sekolah
luar biasa dan merancang program-program untuk memperbaiki
mutu pembelajaran tersebut.

Ada persepsi bahwa kemampuan literasi dan numerasi yang diukur
dalam AN tidak sejalan dengan kurikulum. Padahal, kemampuan
literasi dan numerasi merupakan hasil belajar yang bersifat
lintas mata pelajaran. Daya nalar dalam memahami bacaan dan
kemampuan berpikir logis untuk memecahkan masalah bisa dan
perlu diasah melalui pembelajaran sains, ilmu sosial, dan berbagai
mata pelajaran lain. Persepsi yang keliru tentang tidak adanya
hubungan antara literasi-numerasi dengan kurikulum menunjukkan
perlunya penguatan kapasitas guru berbagai mata pelajaran untuk
menerapkan pembelajaran yang dapat mengasah kemampuan
memahami bacaan dan berpikir logis dalam memecahkan masalah.
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Secara lebih umum, perlu ada upaya menguatkan motivasi dan kapasitas
guru dan kepala sekolah dalam memanfaatkan Rapor Satuan Pendidikan
sebagai bagian dari penjaminan mutu internal yang berkelanjutan.

4.1.2 Akreditasi sebagai Instrumen Penjaminan Mutu Eksternal

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional’
menyatakan bahwa akreditasi bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan
program dan satuan pendidikan jalur formal dan nonformal sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pelaksanaan akreditasi
terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/
atau lembaga mandiri. Dengan kata lain, akreditasi merupakan instrumen
penjaminan mutu eksternal terhadap layanan pendidikan yang diberikan
oleh satuan pendidikan kepada murid. Melalui keikutsertaan wajib akreditasi
bagi setiap satuan pendidikan, pemerintah berharap masyarakat dapat
terlindungi dari layanan pendidikan yang bermutu rendah, apalagi yang
berpotensi membahayakan bagi murid.

Pada periode 2019-2024, akreditasi untuk pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah diatur melalui
Permendikbudristek No. 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Sebagaimana regulasi
sebelumnya, peraturan tersebut mengatur bahwa akreditasi dilaksanakan
oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) sebagai lembaga yang secara fungsi
bersifat mandiri, menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan.? Implikasi dari penggunaan Standar Nasional
Pendidikan sebagai acuan adalah kriteria akreditasi merupakan kriteria
minimal, bukan ideal atau aspirasional. Hal ini menjadi penting mengingat
Indonesia memiliki variasi satuan pendidikan dan daerah yang sangat lebar.
Hasil akreditasi juga masih dinyatakan menggunakan kerangka peringkat
status terakreditasi A, terakreditasi B, terakreditasi C, atau tidak terakreditasi.

Meski tidak mengubah kebijakan akreditasi secara mendasar,
Permendikbudristek No. 38 Tahun 2023 berupaya meneguhkan orientasi

TUU No. 20 Tahun 2003 Pasal 60 ayat (1) “Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan
satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan”’, dan
ayat (2) "Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga
mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.”

2 permendikbudristek No. 38 Tahun 2023 Pasal 4 ayat (1) “Akreditasi dilakukan oleh BAN menggunakan
instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.”
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terhadap mutu dan mengurangi penekanan pada kepatuhan administratif
yang tidak berkaitan dengan mutu pembelajaran dan hasil belajar murid.
Salah satu cara melakukannya adalah dengan menyatakan bahwa layak
atau tidak layaknya satuan pendidikan ditentukan berdasarkan penilaian
terhadap mutu layanan pendidikan.? Meski Permendikbudristek No. 38 Tahun
2023 tidak mendefinisikan “mutu layanan pendidikan” secara eksplisit, arah
kebijakannya dapat dibaca dalam konteks pemenuhan Standar Nasional
Pendidikan sebagai kriteria akreditasi. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah
No. 57 Tahun 2021 menyatakan standar kompetensi lulusan sebagai standar
yang menjadi pedoman penentuan kelulusan murid, serta acuan bagi
pengembangan tujuh standar nasional lainnya.* Berdasarkan peraturan ini,
dapat disimpulkan bahwa karakter dan kompetensi murid yang diatur dalam
standar kompetensi lulusan seharusnya menjadi kriteria utama penilaian
mutu layanan pendidikan dalam akreditasi.

Perubahan lain yang bertujuan untuk menekankan mutu adalah
penggunaan hasil Asesmen Nasional yang ada di platform Rapor Pendidikan
sebagai bahan penilaian dalam akreditasi. Untuk akreditasi satuan pendidikan
yang baru pertama kali mengikuti akreditasi, hasil Asesmen Nasional dan
data sekunder lain berfungsi untuk melengkapi data yang dikumpulkan
secara langsung oleh asesor melalui asesmen lapangan.®

Untuk keperluan akreditasi ulang, hasil Asesmen Nasional memiliki peran
yang lebih sentral. Permendikbudristek No. 38 Tahun 2023 mengatur bahwa
akreditasi ulang dilakukan dengan mekanisme “automasi” alias berbasis
data sekunder, terutama hasil Asesmen Nasional yang tercatat dalam Rapor
Pendidikan masing-masing satuan pendidikan.® Untuk satuan pendidikan

3 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (2): “Penentuan kelayakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada penilaian mutu layanan pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan
kesetaraan.”

4 PP No. 57 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (3) “Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.” dan ayat
(4) "Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan: (a) standar isi; (b) standar
proses; (c) standar penilaian; (d) standar tenaga kependidikan; (e) standar sarana dan prasarana; (f) standar
pengelolaan; dan (g) standar pembiayaan.

° Permendikbudristek No. 38 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (2) “Penilaian oleh asesor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan penilaian terhadap: a. dokumen permohonan Akreditasi; b. data dan informasi dari data
pokok pendidikan atau c. education management information system; data dan informasi dari profil dan rapor
satuan pendidikan; dan/atau d. data dan informasi dari hasil pemeriksaan lapangan.”

6 permendikbudristek No. 38 Tahun 2023 Pasal 15: Pasal 15 ayat (1) "Akreditasi Ulang dilakukan melalui
mekanisme automasi.” dan ayat (2) "Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara memantau dan menganalisis data dan informasi dari: a. profil dan rapor satuan pendidikan; dan
b. data pokok pendidikan atau education management information system.”
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yang hasil Asesmen Nasionalnya tidak berubah secara signifikan, BAN dapat
memperpanjang status akreditasi tanpa melakukan asesmen lapangan.
Untuk satuan pendidikan yang hasil Asesmen Nasionalnya meningkat
atau menurun secara signifikan, BAN dapat melakukan verifikasi sebelum
menetapkan perubahan status akreditasi.’

Pemanfaatan data sekunder dalam akreditasi ulang memungkinkan BAN
memfokuskan sumber daya untuk meningkatkan status akreditasi satuan
pendidikan yang berprestasi, dan untuk memberi umpan balik yang konstruktif
bagi satuan pendidikan yang berpotensi mengalami penurunan mutu. Hal ini
juga memperjelas keselarasan antara akreditasi sebagai penjaminan mutu
eksternal dengan Asesmen Nasional sebagai instrumen penjaminan mutu
internal. Melalui upaya ini, guru dan kepala satuan pendidikan diharapkan
dapat terdorong untuk menggunakan Rapor Pendidikan sebagai dasar
melakukan refleksi dan perbaikan terhadap aspek-aspek pembelajaran yang
diukur secara tahunan dalam Asesmen Nasional.

Selain penekanan pada mutu, perubahan lain dalam kebijakan akreditasi
yaitu terkait sasaran akreditasi untuk pendidikan nonformal. Peraturan
Pemerintah No. 57 Tahun 2021 dan Permendikbudristek No. 38 Tahun 2023
menyatakan bahwa sasaran akreditasi pendidikan nonformal bukan lagi
satuan pendidikannya, melainkan program pendidikan kesetaraan yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal. Dengan kata lain,
akreditasi oleh BAN dilakukan terhadap program Paket A, Paket B, dan
Paket C yang dirancang berjenjang dan bertujuan untuk mengembangkan
kompetensi lulusan yang sama atau setara dengan pendidikan formal.

Perubahan ini dilatarbelakangi fakta bahwa pendidikan nonformal
dapat menyelenggarakan berbagai program selain pendidikan kesetaraan,
termasuk kursus keterampilan spesifik, pendidikan keaksaraan untuk orang
dewasa, dan layanan pendidikan anak usia dini. Layanan-layanan tersebut
kurang tepat menjadi sasaran akreditasi, karena Standar Nasional Pendidikan
sebagai kriteria akreditasi dirumuskan untuk pendidikan formal dan
nonformal yang berjenjang dan menghasilkan ijazah. Dalam hal ini, program
pendidikan kesetaraan adalah satu-satunya layanan pendidikan nonformal
yang cocok dinilai menggunakan kriteria akreditasi yang mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan.

" Permendikbudristek No. 38 Tahun 2023 Pasal 17 dan 18.
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Sejalan dengan arah kebijakan akreditasi dalam Permendikbudristek No.
38 Tahun 2023, Badan Akreditasi Nasional telah menyusun instrumen untuk
akreditasi satuan pendidikan dasar dan menengah. Instrumen baru tersebut
dipercaya lebih menekankan pada aspek-aspek proses pembelajaran dan
tata kelola satuan pendidikan yang berdampak pada hasil belajar murid.
BAN juga telah menyusun mekanisme dan merumuskan skema pemanfaatan
hasil Asesmen Nasional untuk memilah antara satuan pendidikan yang status
akreditasinya bisa diperpanjang secara otomatis dan satuan pendidikan yang
perlu dikunjungi oleh asesor secara langsung. Pelatihan asesor juga telah
dilakukan agar para asesor memiliki kerangka berpikir dan keterampilan yang
selaras dengan paradigma akreditasi yang lebih berorientasi pada mutu.

Terlepas dari berbagai kemajuan yang telah dicapai, terdapat beberapa
catatan yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merevisi atau
memperbaiki kebijakan dan mekanisme akreditasi:

a. Berbeda dengan akreditasi ulang satuan pendidikan dasar dan
menengah yang sudah memanfaatkan data sekunder dari Asesmen
Nasional, akreditasi ulang satuan PAUD masih sepenuhnya
mengandalkan asesmen lapangan. Mulai 2023, Kementerian
melakukan Survei Lingkungan Belajar berupa laporan diri dari
pendidik dan kepala satuan PAUD, menggunakan instrumen survei
yang telah diselaraskan dengan kerangka akreditasi jenjang dasar
dan menengah. Data dari Survei Lingkungan Belajar PAUD dapat
dipertimbangkan untuk menjadi dasar penilaian akreditasi ulang
satuan PAUD, setelah melalui kajian yang cermat mengenai validitas
dan reliabilitasnya.

b. Terkait sasaran akreditasi nonformal, Kementerian dapat
mempertimbangkan untuk kembali menetapkan satuan pendidikan
nonformal sebagai sasaran akreditasi. Penilaian akreditasi dapat
tetap difokuskan pada program Paket A, Paket B, dan Paket C, tetapi
dilengkapi dengan penilaian terhadap aspek-aspek tata kelola yang
menjadi karakteristik satuan pendidikannya. Dengan demikian,
status akreditasi dapat disematkan kepada satuan pendidikan
nonformal sebagai penyelenggara (atau untuk menyelenggarakan)
program pendidikan kesetaraan.

¢.  Penerapaninstrumen baru akreditasi secara efektif bergantung pada
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cara berpikir dan kompetensi asesor yang menggunakannya ketika
melakukan asesmen lapangan. BAN telah berupaya melakukan
pelatihan asesor, tetapi efektivitasnya belum dikaji secara sistematis.
Kementerian dapat mempertimbangkan untuk melakukan asesmen
guna memetakan kompetensi asesor akreditasi, melakukan seleksi
atau pelatihan lebih lanjut, sekaligus menjaring umpan balik dari
para asesor sebagai upaya perbaikan instrumen dan aspek kebijakan
lain yang terkait.

Asesmen lapangan yang dilakukan oleh asesor BAN menghasilkan
informasi yang kaya tentang satuan pendidikan sasaran akreditasi.
Oleh karena itu, akreditasi seharusnya tidak sekadar menghasilkan
status akreditasi, tetapi juga umpan balik yang berguna bagi
satuan pendidikan untuk melakukan refleksi dan perbaikan mutu
layanannya. Untuk mendukung pemanfaatan hasil akreditasi
yang optimal, kerja sama antarpemangku kepentingan di tingkat
daerah, terutama dinas pendidikan atau Kanwil Kemenag dan UPT
Kementerian perlu dilakukan secara sistematis dan terencana.

Apabila dilakukan agregasi, akreditasi menghasilkan informasi
yang berharga sebagai potret mutu pendidikan di tingkat daerah
dan nasional. BAN diharap dapat melakukan analisis agregasi
hasil akreditasi di tingkat daerah dan nasional secara cermat dan
lebih mendalam. Analisis tersebut dapat dikombinasikan dengan
analisis terhadap Rapor Pendidikan untuk menghasilkan laporan
dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.

Secaraumum, perludilakukan kajian sistematis untukmengumpulkan
bukti empiris tentang dampak dari perubahan kebijakan akreditasi.
Kajian tersebut dapat dirancang untuk menjawab seberapa jauh
penerapan akreditasi tahun 2024 telah berhasil (a) mengurangi
beban administratif guru dan satuan pendidikan; (b) mendorong
penilaian lapangan yang berfokus pada hal-hal yang berdampak
pada mutu pembelajaran; dan () mendorong guru dan satuan
pendidikan untuk memperbaiki mutu pembelajaran secara
bermakna.
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Sebagai instrumen penjaminan mutu eksternal, akreditasi merupakan
satu-satunya “tangan” instrumen pemerintah pusat yang memiliki
konsekuensi secara langsung pada satuan pendidikan. Untuk itu, Kementerian
perlu melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan akreditasi yang lebih
berorientasi pada mutu.

4.1.3 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dan
wajib. Bersifat konkuren artinya penyelenggaraan pendidikan merupakan
kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk urusan
pemerintahan yang konkuren, kewenangan pemerintah pusat adalah
menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melakukan
pembinaan dan pengawasan (Pasal 16 ayat 1). Bersifat wajib artinya pendidikan
dikategorikan sebagai pelayanan dasar yang harus disediakan bagi seluruh
warga negara.

Pemenuhan layanan dasar di bidang pendidikan oleh pemerintah
daerah diukur dan dievaluasi oleh pemerintah pusat menggunakan indeks
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Pada periode 2019-2024,
terjadi perubahan kebijakan tentang SPM Pendidikan melalui terbitnya
Permendagri No. 59 Tahun 2021 dan Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022.
Perubahan yang penting adalah penggunaan kriteria yang secara langsung
mencerminkan mutu proses pembelajaran dan hasil belajar murid. Indikator
yang digunakan untuk mengukur kriteria mutu tersebut adalah jumlah satuan
yang terakreditasi B untuk PAUD; skor literasi dan numerasi, serta indeks
iklim keamanan, kebinekaan, dan inklusivitas dari Asesmen Nasional (AN)
untuk pendidikan dasar dan menengah.® Selain itu, pemerataan hasil belajar
murid di berbagai jenjang pendidikan merupakan aspek penting dalam

8 Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 Pasal 11 (1) Kualitas hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan Kesetaraan, sekolah
menengah atas, dan satuan Pendidikan Khusus mencakup: a. kompetensi literasi; dan b. kompetensi numerasi.

Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 Pasal 14 (1) Kualitas dan pemerataan layanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf d pada Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan indikator proporsi jumlah satuan
Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi B. (2) Kualitas dan pemerataan layanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf d pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan
Kesetaraan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan satuan Pendidikan Khusus mencakup:
a. iklim keamanan; dan b. iklim kebinekaan dan inklusivitas.
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menilai kualitas layanan pendidikan yang disediakan pemerintah daerah.
Aspek pemerataan ini berfokus pada kompetensi literasi dan numerasi yang
menjadi indikator utama dalam menilai kesenjangan hasil belajar.

Perubahan tersebut menjadi signifikan karena, untuk pertama kalinya,
kinerja pemerintah daerah diukur berdasarkan kualitas layanan pendidikan
yang disediakan, serta pemerataan kualitas layanan tersebut. Sebagai bagian
dari SPM, indikator-indikator kualitas dan pemerataan kualitas layanan
pendidikan tersebut menjadi bagian dari perencanaan pembangunan dan
rencana kerja pemerintah daerah.® Pemenuhan indikator-indikator tersebut
juga menjadi prioritas dalam mengalokasikan anggaran pemerintah daerah.”
Dengan kata lain, perencanaan dan anggaran pendidikan di tingkat daerah
tidak bisa lagi hanya difokuskan pada faktor input secara kuantitatif seperti
jumlah sekolah dan tingkat partisipasi, tanpa memperhatikan dampaknya
pada mutu pembelajaran.

Selanjutnya, evaluasi penerapan SPM digunakan untuk mengukur
perkembangan layanan pendidikan di daerah, menyusun kebijakan nasional,
serta menentukan insentif atau disinsentif bagi pemerintah daerah.” Melalui
kebijakan SPM Pendidikan, pemerintah berharap dapat mendorong kualitas
pendidikan yang lebih inklusif dan merata sehingga setiap murid dapat

° Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 Pasal 12 (1) Pemerataan hasil belajar Peserta Didik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan
Kesetaraan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan satuan Pendidikan Khusus merupakan
pemerataan dalam hal kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. (2) Pemerataan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menggunakan penghitungan kesenjangan kompetensi literasi dan kompetensi numerasi
berdasarkan: a. gender; dan b. status sosial ekonomi

10 permendagri No. 59 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permendagri No. 59 Tahun 2021 Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima
Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam
dokumen RPJMD dan RKPD.

" permendagri No. 59 Tahun 2021 Pasal 10 ayat (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program,
Kegiatan dan subkegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra
PD, RKPD dan Renja PD.

12 Permendagri No. 59 Tahun 2021 Pasal 25 Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 dan Pasal 24, digunakan: untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di
daerah kabupaten/kota; untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan sebagai dasar
bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
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memperoleh kesempatan belajar yang optimal sesuai dengan standar
nasional.

4.2 Evaluasi Hasil Belajar Murid
4.2.1 Penilaian Kelas dan Ujian Sekolah

Dengan dihapusnya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar
Nasional, guru memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penilaian
hasil belajar muridnya. Pemberian kewenangan pada guru ini diperlukan
karena hasil belajar yang hendak dibentuk, dan kemudian dinilai, mencakup
kompetensi dan karakter yang kompleks. Sebagaimana dirumuskan dalam
Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan,
proses pembelajaran diharap mengembangkan, bukan hanya literasi,
numerasi dan penalaran, tetapi juga akhlak, kemandirian, kreativitas, sampai
sikap kebinekaan dan kegotongroyongan. Kompetensi dan karakter tersebut
sulit, atau bahkan tidak mungkin, diukur secara utuh melalui tes terstandar
berskala besar yang dilakukan pemerintah. Karakter dan kompetensi tersebut
hanya bisa dipotret oleh guru melalui interaksinya dengan murid dalam
konteks pembelajaran sepanjang tahun akademik.

Penilaian untuk mengevaluasi hasil belajar murid diatur melalui
Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian.
Permendikbudristek ini membagi dua jenis penilaian berdasarkan fungsinya,
yaitu penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilakukan untuk
memantau dan memperbaiki proses pembelajaran (fungsi assessment for
learning).® Penilaian formatif juga digunakan sebagai umpan balik bagi
murid untuk mengasah metakognisi dan regulasi diri pada murid maupun
guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajarannya (fungsi assessment as
learning).™

3 Pasal 9 ayat (4) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk memantau
dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran.

1 Ayat (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai umpan balik bagi: a. Peserta
Didik untuk mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses dan kemajuan belajar sebagai bagian
dari keterampilan belajar sepanjang hayat; dan b. Pendidik untuk merefleksikan dan meningkatkan efektivitas
pembelajaran.
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Penilaian sumatif dilakukan untuk mengevaluasi apakah murid telah
memenuhi syarat kenaikan kelas dan kelulusan. Permendikbudristek No. 21
Tahun 2022 menyatakan bahwa evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan
pencapaian murid secara keseluruhan, termasuk pencapaian dalam kegiatan
ekstrakurikuler dan prestasi lain di luar ranah akademik.™ Hal ini dimaksud
untuk mendorong pembelajaran yang utuh, sejalan dengan karakter dan
kompetensi yang dirumuskan oleh standar kompetensi lulusan. Mekanisme
penentuan kenaikan kelas dan kelulusan murid ditetapkan oleh masing-
masing satuan pendidikan.® Panduan pembelajaran dan asesmen yang
diterbitkan Kementerian menjabarkan lebih lanjut bahwa satuan pendidikan
berwenang mengambil keputusan untuk tidak menaikkan kelas dan tidak
meluluskan murid, jika keputusan tersebut adalah yang terbaik bagi tumbuh
kembang murid.

Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam perbaikan kebijakan
tentang penilaian hasil belajar murid:

a. Ada persepsi bahwa karena penilaian dilakukan oleh guru, semua
murid harus naik kelas dan lulus. Meskipun persepsi ini tidak
tepat secara regulasi, ada kemungkinan bahwa sebagian satuan
pendidikan menjadi lebih ragu untuk mengambil keputusan tidak
meluluskan murid ketika dasar penilaiannya sepenuhnya dilakukan
oleh guru. Keraguan ini dapat dipahami mengingat sebelumnya
satuan pendidikan dapat menggunakan Ujian Nasional sebagai
dasar keputusan tidak meluluskan seorang murid. Untuk itu,
Kementerian sebaiknya melakukan kajian untuk mengidentifikasi
dukungan yang diperlukan satuan pendidikan agar lebih mampu
mengambil keputusan yang tepat terkait kenaikan kelas dan
kelulusan muridnya. Di samping itu, sosialisasi yang lebih masif
sangat diperlukan untuk mengoreksi kesalahpahaman tentang
kebijakan kenaikan kelas dan kelulusan.

' pasal 10 ayat (1) Penentuan kenaikan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a dilakukan
dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian Peserta Didik pada
semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 (satu) tahun ajaran.

16 Pasal 11: “Satuan Pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan
Pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan
asesmen.”
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Persepsi yang keliru tentang kenaikan kelas dan kelulusan juga
dapat dipandang berdampak negatif pada motivasi belajar murid.
Sebagian guru merasa bahwa murid tidak termotivasi belajar jika
tidak ada ujian dari pemerintah. Hal ini semestinya dapat diatasi jika
guru mampu merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan
menerapkan metode penilaian yang tepat. Untuk itu, Kementerian
perlu merancang program pelatihan dan sumber daya lain yang
dapat membantu guru merancang pembelajaran yang lebih
merangsang keingintahuan murid, memberi kesempatan mereka
untuk merasakan nikmatnya proses berjuang untuk memahami dan
menguasai hal baru, dan dengan demikian menumbuhkan motivasi
belajar yang lebih intrinsik.

Sebagai konsekuensi dari bervariasinya metode dan kualitas
penilaian sumatif yang digunakan guru, nilai rapor murid sulit
dibandingkan secara objektif. Sebagai contoh, skor 8 yang diperoleh
dari seorang guru mungkin berbeda maknanya dengan skor yang
sama dari guru yang berbeda—apalagi jika guru tersebut berasal
dari satuan pendidikan yang berbeda. Hal ini menjadi isu ketika
nilai rapor digunakan untuk merangking murid yang mengikuti
seleksi penerimaan murid baru jalur prestasi. Sebagai agenda
jangka panjang, pemerintah dan pemerintah daerah perlu terus
meningkatkan kualitas penilaian sumatif. Namun, dalam jangka
pendek, Kementerian dapat mempertimbangkan solusi yang lebih
cepat berupa tes terstandar yang dirancang sebagai layanan untuk
keperluan seleksi jalur prestasi.

Hasil analisis data rapor panitia seleksi mahasiswa baru menunjukkan
indikasi “inflasi” nilai rapor. Hal ini terlihat dari distribusi nilai rapor
murid SMA/sederajat yang berada dalam rentang 80-100 (dari skala
0-100). Distribusi nilai tersebut menunjukkan bahwa seolah-olah
semua murid memiliki tingkat kompetensi yang tinggi. Distribusi
nilai rapor tersebut jauh lebih sempit dibanding distribusi skor
literasi dan numerasi Asesmen Nasional maupun distribusi skor
murid yang mengikuti Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK),
yang menunjukkan adanya variasi yang lebar dalam kompetensi
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murid. Hal ini menegaskan kembali pentingnya upaya untuk
meningkatkan kualitas penilaian sumatif oleh guru, sebagai agenda
jangka panjang.

Sistem pendidikan di Indonesia mengakui adanya pendidikan nonformal
dan informal sebagai jalur pendidikan di luar sekolah formal. Jalur pendidikan
nonformal dan informalini menyediakan ruang yang lebih fleksibel bagi satuan
pendidikan dalam hal input dan proses pembelajaran untuk mengakomodasi
ragam kebutuhan murid. Fleksibilitas ini memungkinkan satuan pendidikan
nonformal dan keluarga untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak
karena kondisinya (misalnya, kesulitan ekonominya, isu kesehatan, atau
kondisi lain) kesulitan atau tidak cocok berada di sekolah formal, serta orang
dewasa yang masih perlu mengikuti pendidikan dasar atau menengah. Hasil
belajar pendidikan nonformal dan informal dapat diakui setara dengan
pendidikan formal setelah melalui penilaian yang mengacu pada Standar
Pendidikan Nasional. Hal ini diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 26
ayat (6) untuk pendidikan nonformal dan Pasal 27 ayat (2) untuk pendidikan
informal.

Pada periode 2019-2024, penilaian untuk pengakuan hasil pendidikan
nonformal dan informal disebut sebagai Uji Kesetaraan dan diatur melalui
Permendikbudristek No. 31 Tahun 2023 tentang Uji Kesetaraan. Regulasi
tersebut mengatur bahwa Uji Kesetaraan diselenggarakan di satuan
pendidikan terakreditasiyang ditunjuk, menggunakaninstrumendan prosedur
terstandar yang ditetapkan Kementerian. Keikutsertaan dalam Uji Kesetaraan
bersifat sukarela (tidak wajib). Murid yang hendak mengikuti Uji Kesetaraan
harus terdaftar dalam Dapodik sebagai murid pada semester terakhir jenjang
pendidikannya. Peserta yang skornya di atas standar minimum memperoleh
sertifikat hasil ujian. Peserta yang skornya tidak memenuhi standar minimum
memperoleh surat keterangan.

Perubahan kunci kebijakan ini terkait dengan domain pengujian.
Permendikbudristek No. 31 Tahun 2023 mengatur bahwa Uji Kesetaraan
hanya mencakup dua domain, yaitu literasi dan numerasi. Hal ini berbeda
dengan kebijakan sebelumnya, yang mengatur bahwa uji kesetaraan
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mengukur penguasaan materi kurikulum berbasis mata pelajaran melalui
Ujian Nasional. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pesan
yang konsisten mengenai literasi dan numerasi sebagai kecakapan kognitif
yang menjadi bagian dari standar kompetensi lulusan, dan karena itu menjadi
prioritas nasional. Dalam hal ini, pembelajaran semua mata pelajaran dalam
kurikulum diharapkan turut membentuk kecakapan literasi dan numerasi
murid. Dengan demikian, Uji Kesetaraan secara tidak langsung juga mengukur
capaian kurikulum.

Berikut adalah beberapa catatan yang dapat menjadi pertimbangan
untuk merevisi atau memperbaiki kebijakan tentang Uji Kesetaraan:

a. Pilihan literasi dan numerasi sebagai domain yang dinilai dalam Uji
Kesetaraan memilikikeunggulan dari perspektif pengambil kebijakan,
yakni untuk membangun sinergi dengan Asesmen Nasional sebagai
bagian dari evaluasi sistem pendidikan. Namun, dari perspektif
guru dan satuan pendidikan, pilihan domain pengukuran tersebut
dapat dipandang kurang tepat karena tidak setara dengan metode
penilaian yang diterapkan di jalur pendidikan formal. Di sekolah
formal, ujian sekolah yang diselenggarakan umumnya berbasis mata
pelajaran. Karenanya, hasil Uji Kesetaraan saat ini sulit dibandingkan
secara langsung dengan rapor murid pendidikan formal, yang
didasarkan pada ujian sekolah berbasis mata pelajaran. Oleh karena
itu, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menyesuaikan
domain pengukuran Uji Kesetaraan menjadi lebih berbasis mata
pelajaran, setidaknya untuk mata pelajaran utama seperti Bahasa
Indonesia dan Matematika.

b. Sejak 2024, Kementerian Agama menyelenggarakan “Ujian
Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah” yang
diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.
7231Tahun 2023. Pada saat yang sama, Uji Kesetaraan yang dikelola
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga melayani
murid jalur nonformal, termasuk dari pesantren. Hal tersebut
menimbulkan tumpang tindih layanan, yang kemungkinan menjadi
salah satu penyebab cukup banyaknya murid dari pesantren
mendaftarkan diri untuk mengikuti Uji Kesetaraan, tetapi tidak hadir
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pada saat jadwal tes. Untuk menghindari layanan yang bersifat
redundan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebaiknya
berkoordinasi dan berbagi tugas dengan Kementerian Agama
terkait peserta Uji Kesetaraan yang diselenggarakan masing-masing
kementerian.

Saat ini murid jalur informal, yaitu anak-anak yang menjalani
sekolahrumah atau homeschooling, harusterdata di Dapodik sebelum
bisa mengikuti Uji Kesetaraan. Hal ini tentu wajar, mengingat perlunya
pendataan yang jelas tentang peserta ujian. Namun, untuk bisa
terdata di Dapodik, anak-anak sekolahrumah harus mendaftarkan
diri melalui satuan pendidikan nonformal. Dengan kata lain, anak
yang menjalani sekolahrumah harus menjadi murid jalur nonformal
sebelum bisa mengakses layanan Uji Kesetaraan. Keadaan ini
menunjukkan sekolahrumah sebagai bagian dari pendidikan
informal seolah belum diakui kelembagaannya oleh pemerintah.
Isu ini memang tidak bersumber dari kebijakan Uji Kesetaraan.
Namun ke depan, Kementerian perlu mempertimbangkan adanya
mekanisme untuk memverifikasi, memberi pengakuan, dan
melakukan pendataan murid sekolahrumah sebagai jalur pendidikan
yang terpisah dari jalur nonformal.

Uji Kesetaraan diselenggarakan oleh satuan pendidikan
terakreditasi. Meski menggunakan instrumen dan prosedur
operasional terstandar dari Kementerian, variasi antarsatuan
pendidikan (baik dalam kapasitas SDM maupun fasilitas) membuka
kemungkinan bahwa hasil Uji Kesetaraan tidak sepenuhnya bisa
diperbandingkan antarsatuan pendidikan. Selain itu, ada indikasi
bahwa sebagian satuan pendidikan tidak menjalankan prosedur
pengawasan silang dengan optimal. Hal ini menjadi masalah karena
sebuah ujian yang hendak menyertifikasi kemampuan individu
seyogianya menghasilkan skor yang tidak dipengaruhi oleh faktor-
faktor seperti perbedaan fasilitas dan pengawasan. Kementerian
perlu mempertimbangkan melakukan investasi lebih besar untuk
menstandarkan pelaksanaan Uji Kesetaraan, terutama dalam hal
pengawasan proses tes.
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Apapun kebijakan yang diambil tentang Uji Kesetaraan, pemerintah tetap
perlu menyediakan layanan untuk menilai dan memberi pengakuan terhadap
hasil belajar murid pendidikan nonformal dan informal. Hal ini penting untuk
memastikan bahwa murid jalur nonformal dan informal memiliki kesempatan
pendidikan yang setara dengan rekan-rekannya di sekolah formal.

Berdasarkan paparan pada Bab 4 dapat disimpulkan, terdapat dua
kebutuhan untuk evaluasi pendidikan di Indonesia, yaitu evaluasi sistem
pendidikan secara holistik dan evaluasi hasil belajar murid secara individual.
Untuk evaluasi sistem, Asesmen Nasional (AN) memegang peranan penting
untuk penjaminan mutu pendidikan, baik di tingkat satuan pendidikan, daerah,
maupun secara nasional. AN diselenggarakan oleh pemerintah pusat sebagai
asesmen formatif. Hasil AN yang dituangkan dalam bentuk Rapor Pendidikan
dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendorong refleksi serta perbaikan
berkelanjutan di setiap satuan pendidikan, sehingga dapat menjadi landasan
dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan
kualitas pendidikan. Ini sejalan dengan mandat UU Sisdiknas di mana evaluasi
sistem dibutuhkan untuk “menilai pencapaian standar nasional pendidikan”.
Sedangkan pada periode 2019-2024, evaluasi hasil belajar murid diserahkan
sepenuhnya kepada guru dan diselenggarakan oleh masing-masing satuan
pendidikan. Evaluasi hasil belajar dibutuhkan untuk memantau proses,
kemajuan, dan perbaikan hasil belajar murid. Hasil evaluasi hasil belajar
yang tertuang dalam bentuk rapor murid juga digunakan untuk keperluan
seleksi jalur prestasi. Namun begitu, seperti yang dijelaskan pada Bab 2,
hasil evaluasi pendidikan tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa nilai rapor
yang diberikan oleh guru dan sekolah cenderung lebih tinggi dan kurang
bervariasi dibandingkan hasil asesmen eksternal seperti UTBK dan Asesmen
Nasional. Temuan ini menegaskan perlunya penyempurnaan mekanisme
asesmen evaluasi hasil belajar murid agar penilaian dapat lebih objektif dan
terstandar untuk seluruh murid.
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BAB 5
Kebijakan Baru
Evaluasi Pendidikan

Mulai tahun ajaran  2025/2026, Kemendikdasmen berencana
menambahkan dua program evaluasi hasil belajar murid, yaitu Tes
Kemampuan Akademik dan Tes Diagnostik Literasi-Numerasi Dasar. Kedua
program evaluasi tersebut melengkapi dan menyempurnakan kebijakan
evaluasi yang sudah ada. Bab ini menjabarkan fungsi dan karakteristik penting
lain dari kedua program evaluasi tersebut.

5.1 Tes Kemampuan Akademik

Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan evaluasi hasil belajar murid
yang dirancang untuk mendukung seleksi penerimaan murid dan mahasiswa
baru di satuan pendidikan negeri, mulai dari SMP, SMA, sampai perguruan
tinggi. Kebutuhan ini muncul karena belum terstandarnya nilai rapor murid
yang didasarkan pada penilaian dan ujian di masing-masing sekolah.
Misalnya, dua murid dari dua sekolah yang berbeda mungkin mendapat
nilai yang sama pada pelajaran Matematika, tetapi nilai tersebut belum
tentu mencerminkan tingkat profisiensi Matematika yang sama. Boleh jadi
sekolah pertama menerapkan kriteria yang lebih tinggi dan menggunakan
ujian Matematika yang lebih sulit dibanding sekolah kedua. Dengan kata lain,
nilai rapor murid dipandang tidak bisa digunakan untuk membandingkan
dan memeringkat calon murid yang berkompetisi dalam seleksi jalur prestasi.

Fungsi TKA untuk seleksi ini memiliki beberapa implikasi penting untuk
rancangan TKA, baik pada level teknis maupun kebijakannya. Berikut adalah
rekomendasi untuk aspek-aspek kunci rancangan TKA.

5.1.1 Pemanfaatan Hasil

Sejalan dengan Undang-Undang Sisdiknas maupun UU Guru dan Dosen,
TKA tidak berfungsi sebagai penilaian hasil belajar individu murid yang
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menjadi kewenangan guru. Hal ini berarti TKA tidak mengukur penguasaan
materi kurikulum, dan hasilnya tidak dikaitkan dengan kelulusan murid. Hal
ini dapat dipertimbangkan untuk dimuat secara eksplisit dalam regulasi
tentang TKA.

Meski tidak dikaitkan dengan kelulusan, TKA tetap bersifat high-stakes
bagi murid karena hasilnya digunakan dalam seleksi penerimaan murid atau
mahasiswa baru di sekolah dan perguruan tinggi negeri. Karena itu, TKA sangat
mungkin akan memengaruhi proses belajar mengajar. Dalam hal ini, terdapat
risiko penyempitan kurikulum jika guru mengesampingkan pembelajaran
bidang studi yang tidak diukur oleh TKA. Oleh karena itu, kebijakan evaluasi
perlu memberi sinyal yang kuat mengenai pentingnya pembelajaran yang
holistik sesuai dengan tujuan pendidikan dan arah transformasi sistem yang
sedang diupayakan pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan menegaskan
bahwa TKA bukan kriteria tunggal dalam seleksi penerimaan murid dan
mahasiswa baru. Ketika digunakan untuk seleksi, hasil TKA sebaiknya dipadu
dengan nilai seluruh mata pelajaran di rapor murid, serta prestasi-prestasi
nonakademik yang mencerminkan hasil belajar yang lebih utuh, baik dari sisi
cakupan domain kognitif maupun tumbuh kembang sosial-emosional murid,
seperti prestasi seni, olahraga, keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, dan
yang lainnya.

Selain untuk keperluan seleksi, hasil TKA juga memiliki potensi untuk
mendukung beberapa fungsi lain. Pertama, memberi pengakuan pada hasil
belajar murid dari satuan pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan) dan
informal. Karena TKA dapat dipandang sebagai asesmen yang mengukur
capaian esensial kurikulum (meski tidak mencakup materi kurikulum
secara komprehensif), pada prinsipnya hasil TKA dapat menjadi landasan
menerbitkan sertifikat uji kesetaraan.

Kedua, karena mengukur hasil belajar yang menjadi indikator utama mutu
pendidikan, TKA juga memiliki potensi digunakan untuk mengevaluasi sistem
pendidikan nasional. Jika hal ini menjadi fungsi TKA, peserta tes sebaiknya
mewakili populasi murid di setiap satuan pendidikan dan daerah. Jika tidak
mewakili populasi murid, hasil TKA tidak dapat dianggap mencerminkan
mutu pendidikan di sebuah satuan pendidikan atau daerah. Keterwakilan
ini sulit terpenuhi kecuali jika keikutsertaan dalam TKA menjadi wajib bagi
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setiap murid. Kewajiban mengikuti TKA ini tentu dapat diberlakukan, meski
akan menguatkan persepsi bahwa TKA merupakan sebuah high stakes test.
Pemerintah perlu mengkaji dan mengantisipasi berbagai efek samping
negatif dari persepsi tersebut.

TKA tidak berfungsi untuk mengukur capaian kurikulum secara
menyeluruh dan hasilnya tidak digunakan untuk kelulusan. Implikasinya
adalah tidak semua murid perlu menjadi peserta tes. Karena itu, TKA sebaiknya
diposisikan sebagai layanan yang dapat, tetapi tidak wajib, diikuti oleh murid
kelas akhir SD/Ml/sederajat, SMP/MTs/sederajat, SMA/MA/sederajat, dan
SMK/MAK. Murid yang menjadi peserta TKA adalah mereka yang hendak
mengikuti seleksi murid atau mahasiswa baru pada jalur prestasi. Terdapat
kemungkinan bahwa hanya sebagian kecil murid yang tidak mengikuti TKA,
seperti mereka yang berencana untuk masuk sekolah/perguruan tinggi
swasta atau berkuliah di luar negeri. Meski sebagian besar murid akan
mengikuti TKA, sifat sukarela (tidak wajib) tetap penting untuk mencegah
hasil TKA digunakan sebagai bagian dari penentu kelulusan.

Karena hasilnya akan digunakan untuk membuat keputusan yang
memiliki implikasi besar pada murid (bersifat high stakes), instrumen TKA
harus memenuhi kriteria-kriteria psikometrik yang relevan. Instrumen yang
digunakan tentu perlu memiliki validitas konten dan konstruk yang kuat,
untuk memastikan bahwa skor yang dihasilkan memang mencerminkan
kemampuan yang hendak diukur. Instrumen TKA juga perlu memiliki tingkat
reliabilitas yang tinggi untuk murid dengan berbagai tingkat kemampuan.
Idealnya, sebaran tingkat kesulitan butir dapat disesuaikan dengan tingkat
kemampuan murid peserta tes agar dapat menghasilkan pemeringkatan
yang seakurat mungkin.

Jika terdapat beberapa versi tes paralel yang akan digunakan, maka
perlu dipastikan bahwa murid yang kebetulan mendapatkan versi tes yang
lebih sulit tidak dirugikan, dan sebaliknya. Teknik-teknik penyetaraan tes
(equating) perlu diterapkan agar versi-versi yang berbeda menghasilkan skor
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yang dapat dibandingkan. Selain itu, setiap versi/form instrumen TKA juga
perlu memiliki sifat invarian (tidak bias) ketika diterapkan pada kelompok
murid yang berbeda. Dengan demikian, instrumen TKA akan memiliki tingkat
kesulitan yang sama ketika diterapkan pada murid laki-laki vs. perempuan,
murid dari keluarga miskin vs. kelas menengah/atas, atau murid dari daerah
kota vs. perdesaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa instrumen
TKA tidak mengandung bias yang menguntungkan atau merugikan secara
sistematis kelompok tertentu.

Domain pengukuran TKA tidak perlu mencakup banyak materi dan mata
pelajaran. Untuk SD/Ml/sederajat dan SMP/MTs/sederajat, TKA sebaiknya
dibatasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Penguasaan
kompetensi esensial pada kedua mata pelajaran ini merupakan fondasi
penting bagi proses pengembangan berbagai kompetensi lain di SMP/MTs/
sederajat, SMA/MA/sederajat, dan SMK/MAK. Pemilihan kedua mata pelajaran
ini juga sejalan dengan rancangan Asesmen Nasional sebagai evaluasi sistem
pendidikan yang berfokus pada literasi dan numerasi. Keselarasan ini penting
untuk memberi sinyal yang konsisten kepada semua pemangku kepentingan
tentang apa yang perlu menjadi prioritas dalam transformasi pendidikan
yang sedang diupayakan.

Untuk TKA SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK, domain pengukuran
dapat diperluas karena hasilnya akan digunakan untuk seleksi nasional
berbasis prestasi pada perguruan tinggi negeri. Di samping fondasi literasi
membaca dan penalaran matematika dasar, kesiapan belajar di perguruan
tinggi juga dipengaruhi oleh penguasaan Bahasa Inggris yang menjadi
bahasa utama ilmu pengetahuan modern dan karena itu relevan bagi hampir
semua program studi. Belajar di perguruan tinggi juga sering kali memerlukan
pemahaman atas konsep-konsep dasar pada bidang studi tertentu. Untuk itu,
cakupan domain pengukuran TKA SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK dapat
mencakup Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris (untuk semua
peserta tes), dan dilengkapi dengan satu atau dua mata pelajaran lain yang
relevan dengan program studi yang dituju. Jumlah mata pelajaran tambahan
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perlu dibatasi untuk mengurangi beban belajar murid dan mendorong
mereka fokus mempelajari materi yang paling relevan dengan rencana studi
lanjut dan kariernya.

Selain cakupan domain, konstruk yang diukur juga penting untuk
didefinisikan secara konsisten dengan tujuan transformasi pendidikan yang
sedang diupayakan pemerintah. Jika salah satu kriteria utama mutu pendidikan
yang digunakan pemerintah adalah pembelajaran yang mendalam, maka
TKA sebaiknya juga diarahkan agar mengukur pemahaman, daya nalar, dan
kemampuan menerapkan konsep secara bermakna pada beragam konteks.
Fokus pada pemahaman dan daya nalar juga sejalan dengan evaluasi level
sistem yang dilakukan melalui Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan.

Untuk itu, instrumen TKA Bahasa Indonesia sebaiknya mengukur
literasi membaca atau pemahaman bacaan (reading comprehension),
bukan pengetahuan linguistik atau materi lain yang mungkin tercakup
dalam kurikulum mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tema, jenis, dan
tingkat kompleksitas bacaan tentu perlu disesuaikan dengan standar yang
berlaku. Instrumen TKA Matematika juga sebaiknya mengukur penalaran
atau kemampuan menggunakan matematika dasar untuk memecahkan
masalah, bukan hafalan rumus atau keterampilan prosedural (menyelesaikan
perhitungan yang rumit). Konsep matematika yang digunakan perlu
disesuaikan dengan materi yang sudah dipelajari di kurikulum. Untuk TKA
mata pelajaran lain di SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK, prinsip yang sama
(mengukur pemahaman dan kemampuan bernalar menggunakan konsep-
konsep yang dipelajari di kurikulum) juga sebaiknya diterapkan.

Keselarasan cakupan domain dan konstruk yang diukur antara TKA
dengan Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan memberi pesan yang
konsisten kepada semua pemangku kepentingan pendidikan. Harapannya,
guru dan pemerintah daerah akan melihat bahwa persiapan yang perlu
dilakukan untuk membantu murid menghadapi TKA adalah hal yang sama
dengan persiapan untuk Asesmen Nasional.
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Penyelenggaraan TKA dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Karena TKA dirancang sebagai layanan yang mendorong
peningkatan mutu pendidikan, penyelenggaraannya oleh pemerintah dapat
dilihat sebagai bagian dari upaya memenuhi salah satu kewajiban pemerintah
di bidang pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU No. 20
Tahun 2003: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan
dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu
bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.’

Penyelenggaraan TKA dilakukan secara bersama-sama oleh Kementerian,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kementerian
akan menyusun panduan dan sistem pelaksanaan TKA semua jenjang,
menyusun sebagian soal TKA SD/Ml/sederajat dan SMP/MTs/sederajat, serta
menyusun seluruh soal TKA SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK. Sementara
itu, pemerintah provinsi berperan mengkoordinasikan pelaksanaan TKA,
menetapkan pengawas, dan menyediakan sarana dan prasarana TKA
pada satuan pendidikan sesuai kewenangannya, Sedangkan pemerintah
kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan pelaksanaan TKA, menetapkan
pengawas, menyediakan sarana dan prasarana, serta menyusun sebagian
soal TKA SD/Ml/sederajat dan SMP/MTs/sederajat. Untuk menjamin standar
kualitas soal yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota, khususnya soal
TKA SMP/MTs/sederajat yang hasilnya digunakan untuk seleksi murid baru
SMA/SMK yang ada di bawah kewenangannya, pemerintah provinsi juga
dapat diberikan peran mendampingi pemerintah kabupaten/kota dalam
mengembangkan soal TKA.

Ketika hasil TKA juga digunakan sebagai salah satu acuan evaluasi sistem
untuk keperluan pengendalian dan penjaminan mutu, penyelenggaraan oleh
pemerintah sejalan dengan mandat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Pasal 59 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa
“Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola,
satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan." Meski tidak secara eksplisit
menyebutkan murid sebagai sasaran evaluasi, namun hasil pemanfaatan
hasil tes terhadap murid lazim dan sudah seharusnya menjadi salah satu
kriteria untuk mengevaluasi kemampuan “pengelola, satuan, jalur, jenjang,
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dan jenis pendidikan” dalam memfasilitasi pembelajaran yang baik. Yang
penting untuk dijaga adalah hasil TKA tidak digunakan untuk mengevaluasi
hasil belajar murid sebagai individu, karena hal itu menjadi kewenangan guru
dan satuan pendidikan.

Salah satu tantangan yang perlu dimitigasi ketika TKA diselenggarakan
oleh pemerintah adalah keragaman kapasitas dan komitmen pemerintah
daerah dalam menyelenggarakan TKA SD/Ml/sederajat dan SMP/MTs/
sederajat. Sebagai tes seleksi, TKA perlu menggunakan instrumen dan
prosedur yang terstandar agar menghasilkan skor yang cukup valid, reliabel,
danadiluntuk membandingkan/memeringkat peserta tes. Untukitu, sebaiknya
Kementerian menerbitkan panduan penyusunan instrumen dan prosedur
operasional standar yang dapat menjadi pedoman pemerintah daerah.
Sebagian pemerintah daerah akan perlu dukungan dalam penyelenggaraan
TKA SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat.

Salah satu dukungan yang akan berguna adalah peningkatan kapasitas
bagi tim pengembang penilaian atau penulis soal TKA yang terdiri dari para
guru yang diseleksi oleh pemerintah daerah. Kementerian perlu menyusun
panduan dan prosedur operasional standar pengembangan TKA serta
menyiapkan materi pelatihan terstandar dan personil fasilitator untuk daerah
yang membutuhkan dukungan lebih intensif bagi tim penulis soal.

Selain itu, sebaiknya Kementerian juga melakukan pemeriksaan mutu
dan memberi umpan balik mengenai soal yang disusun oleh tim penulis
soal di daerah. Melengkapi hal itu, Kementerian dapat menyusun bank soal-
soal nasional yang menjadi bagian dari TKA SD/Ml/sederajat dan SMP/
MTs/sederajat. Soal nasional dapat menjadi acuan bagi tim daerah untuk
merefleksikan kualitas soal yang mereka susun. Soal-soal nasional juga dapat
berfungsi sebagai “jangkar” yang memungkinkan penyetaraan skor hasil TKA
antardaerah. Pada tahun-tahun pertama penerapan TKA, sebaiknya porsi
soal dari pemerintah daerah tidak perlu terlalu besar. Seiring dengan waktu
dan peningkatan kapasitas penyusun soal dari pemerintah daerah, porsi soal
daerah dapat ditingkatkan.

TKA SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK sebaiknya diselenggarakan
oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkoordinasi
dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dan
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Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Penyelenggaraan
oleh Kemendikdasmen disarankan untuk menjaga koherensi keseluruhan
kebijakan evaluasi pendidikan dan kebijakan kurikulum pendidikan menengah.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, keselarasan antara kebijakan
evaluasi dan kurikulum penting untuk meyakinkan semua pemangku
kepentingan bahwa penerapan kurikulum nasional merupakan cara terbaik
untuk menyiapkan murid menghadapi TKA SMA/MA/sederajat dan SMK/
MAK. Koordinasi dengan MRPTNI dan Kemendiktisaintek diperlukan untuk
memastikan bahwa hasil TKA kelas 12 akan digunakan sebagai bagian dari
seleksi mahasiswa baru, setidaknya pada seleksi nasional berbasis prestasi.
Koordinasi ini termasuk penyusunan prosedur operasional secara kolaboratif,
serta pelibatan pengawas tes (proktor) dari perguruan tinggi di sebagian
lokasi TKA SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK.

Dalam jangka waktu yang lebih panjang, kedua kementerian bersama
MRPTNI diharapkan dapat berkoordinasi lebih lanjut guna menyelaraskan
TKA dengan tes yang diselenggarakan MRPTNI (yang saat ini disebut UTBK).
Idealnya, hasil TKA SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK dapat digunakan
sebagai salah satu kriteria seleksi bukan hanya untuk jalur prestasi, tetapi
juga jalur seleksi nasional berbasis tes. Dengan demikian, tes yang
diselenggarakan oleh MRPTNI dalam seleksi nasional berbasis tes cukup
mengukur kompetensi-kompetensi yang belum diukur oleh TKA kelas
12 (misalnya, kemampuan kognitif umum atau potensi akademik, serta
keterampilan spesifik yang diperlukan oleh program-program studi tertentu).
Dengan logika yang sama, hasil TKA kelas 12 juga dapat digunakan oleh PTN
untuk melakukan seleksi jalur mandiri. Hal ini akan mengurangi beban murid
dan orang tua, serta membuat keseluruhan proses seleksi menjadi lebih
efisien sekaligus lebih komprehensif.

Sebagai catatan, karena TKA juga dapat dimanfaatkan sebagai salah
satu acuan evaluasi terhadap sistem pendidikan, UU No. 20 Tahun 2003
membuka opsi penyelenggaraannya oleh lembaga mandiri. Hal ini mengacu
pada Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi “Evaluasi murid, satuan pendidikan,
dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala,
menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar
nasional pendidikan.” Dalam regulasi turunan yang berlaku saat ini, yaitu PP
No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (serta perubahannya
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dalam PP No. 4 tahun 2022), evaluasi terhadap sistem pendidikan untuk
menilai pencapaian standar nasional diterjemahkan sebagai akreditasi yang
dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional.

Jika TKA hendak diselenggarakan oleh lembaga mandiri, maka diperlukan
perubahan lebih lanjut terhadap PP No. 57 Tahun 2021 dan PP No. 4 Tahun
2022 untuk mengubah nomenklatur dan memperluas kewenangan Badan
Akreditasi Nasional agar dapat menjalankan fungsi penjaminan mutu selain
akreditasi. Perubahan ini dapat dilakukan sebagai penerjemahan dari Pasal
58 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 yang telah disebutkan sebelumnya.

Secara substansi, UU No. 20 Tahun 2003 tidak memberi penjelasan lebih
lanjut tentang apa yang dimaksud dengan lembaga mandiri. Jika lembaga
tersebut berfungsi melakukan evaluasi terhadap penyelenggara pendidikan
(yaitu pemerintah daerah dan yayasan swasta pemilik satuan pendidikan),
maka logis jika ditafsirkan bahwa sifat mandiri yang dimaksud adalah
tidak tergantung pada pemerintah daerah dan yayasan swasta pemilik
satuan pendidikan, serta bebas dari konflik kepentingan terhadap penilaian
atau evaluasi yang dihasilkan. Perlu kajian lebih lanjut untuk merumuskan
rekomendasi terkait lembaga mandiri ini, termasuk studi komparatif tentang
tata kelola penjaminan mutu pendidikan di negara-negara dengan konteks
yang mirip dengan Indonesia, namun lebih berhasil dalam meningkatkan
kualitas pendidikannya secara berkelanjutan.

Penggunaan hasilnya untuk membuat keputusan yang berkonsekuensi
besar (high-stakes) bagi murid akan menjadikan TKA sebagai pusat perhatian
berbagai pihak. Tuntutan masyarakat terhadap tingkat kualitas (validitas dan
reliabilitas) dan keadilan (fairness) TKA akan lebih besar dibanding tuntutan
serupa terhadap program evaluasi lain seperti Asesmen Nasional. Untuk
mengantisipasi hal itu, pemerintah perlu menyediakan informasi yang lengkap
mengenai TKA. Komunikasi publik tentang TKA tidak bisa hanya mencakup
informasi mengenai waktu dan mekanisme pelaksanaan. Komunikasi publik
TKA sebaiknya dirancang secara cermat dan sistematis untuk menyampaikan
filosofi, tujuan, cakupan, evaluasi teknis, dan informasi lain yang diperlukan
masyarakat untuk memahami dan menyiapkan diri mengikuti TKA.
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Misalnya, pemerintah sebaiknya tidak hanya memublikasikan informasi
mengenai mata pelajaran yang tercakup dalam TKA, tetapi juga contoh-
contoh tes yang dapat digunakan sebagai simulasi TKA secara mandiri. Hal
ini sejalan dengan visi “pendidikan bermutu untuk semua” karena penyediaan
contoh tes resmi yang gratis bermanfaat terutama bagi murid dari keluarga
kurang mampu yang tidak dapat mengakses layanan bimbingan belajar.
Dengan kata lain, penyediaan informasi dapat dikatakan sebagai upaya untuk
menyediakan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat
dalam proses seleksi murid dan mahasiswa baru jalur prestasi.

Hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah pemberian waktu
yang memadai bagi masyarakat untuk mencerna dan menyiapkan diri
menghadapi TKA. Untuk itu, seluruh informasi tentang TKA sebaiknya
dipublikasikan setidaknya satu tahun sebelum pelaksanaan, disertai dengan
strategi komunikasi yang menyeluruh.

5.2 Tes Diagnostik Literasi Numerasi Dasar

Tes Diagnostik merupakan evaluasi hasil belajar murid yang dirancang
untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan literasi dan numerasi dasar murid
kelas 4 dan 7 pada awal tahun ajaran. Informasi ini esensial untuk menerapkan
pembelajaran terdiferensiasi, atau pembelajaran yang sesuai dengan tingkat
kemampuan murid, yang menjadi salah satu komponen utama kurikulum
nasional. Murid pada jenjang kelas yang sama—dalam hal ini kelas 4 atau
7—belum tentu memiliki tingkat literasi dan numerasi yang sama. Sebaliknya,
data menunjukkan bahwa terdapat variasi kemampuan literasi dan numerasi
yang cukup lebar pada jenjang kelas yang sama. Dengan mengetahui variasi
tingkat kemampuan literasi dan numerasi murid, guru dan satuan pendidikan
diharapkan dapat merancang program pembelajaran yang beragam sesuai
dengan kebutuhan dan kesiapan belajar murid.

5.2.1 Pemanfaatan Hasil

Karena berfungsi untuk memperbaiki proses belajar dan mengajar,
pada dasarnya Tes Diagnostik merupakan asesmen formatif. Sebagai
asesmen formatif, hasil Tes Diagnostik sebaiknya tidak digunakan untuk
keperluan sumatif yang memengaruhi nilai rapor murid. Hasil Tes Diagnostik
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sebaiknya murni digunakan sebagai input bagi perencanaan pembelajaran.
Pemanfaatan untuk perencanaan pembelajaran ini sebaiknya dilakukan
secara terkoordinasi di tingkat satuan pendidikan, karena tindak lanjutnya
membutuhkan kolaborasi antarguru. Misalnya, satuan pendidikan dapat
menyelenggarakan program remedial untuk murid yang kemampuan literasi
atau numerasinya jauh tertinggal (atau pengayaan untuk mereka yang jauh
melampaui) dibanding sebagian besar rekannya. Penyelenggaraan program
remedial ini akan sulit dilakukan oleh guru secara individual.

Asesmen diagnostik merupakan bagian dari implementasi kurikulum
nasional. Dengandemikian, pada dasarnya satuan pendidikan wajib melakukan
asesmen diagnostik sebagai bagian dari proses pembelajarannya. Program Tes
Diagnostik yang baru bertujuan untuk membiasakan dan membantu satuan
pendidikan dalam melakukan asesmen diagnostik terutama pada awal tahun
ajaran untuk murid kelas 4 dan 7. Kelas 4 dipilih karena menjadi periode pada
saat murid mulai diharapkan belajar mencerna materi akademik yang lebih
abstrak. Murid yang belum bisa membaca dan/atau memahami matematika
dasar saat kelas 4 akan sulit mengejar ketertinggalan akademiknya. Dengan
adanya Tes Diagnostik kelas 4, guru dan satuan pendidikan memiliki waktu
yang cukup untuk mengidentifikasi dan menyediakan program remedial bagi
murid yang belum siap mengikuti pembelajaran karena kemampuan literasi
dan numerasinya yang belum memadai.

Tes Diagnostik kelas 7 memiliki fungsi yang sama, yaitu memastikan
bahwa murid memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang memadai
untuk mengikuti pembelajaran secara optimal. Tes Diagnostik kelas 7 perlu
diselenggarakan selama 3 tahun pertama program ini, yakni sampai tahun
ajaran 2028/2029. Setelah itu, jika program Tes Diagnostik ini berhasil, maka
tes pada kelas 7 tidak lagi diperlukan karena semua murid yang tertinggal
kemampuan literasi dan numerasinya telah mendapat remedial pada kelas 4.

Meski asesmen diagnostik dan pembelajaran terdiferensiasi penting
diterapkan untuk berbagai mata pelajaran, program Tes Diagnostik sebaiknya
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difokuskan pada literasi dan numerasi dasar. Fokus pada dua domain
kompetensi ini memberi sinyal mengenai apa yang perlu menjadi prioritas
dalam pembelajaran.

Literasi dasar yang dimaksud adalah kemampuan membaca dalam arti
mengenali elemen-elemen dasar bahasa tertulis (decoding). Literasi dasar
merupakan fondasi dari kemampuan memahami bacaan (comprehension),
yang diperlukan dalam proses belajar semua mata pelajaran lain serta untuk
berbagai tugas kehidupan sehari-hari. Numerasi dasar yang dimaksud adalah
pemahaman bilangan (number sense) dan penguasaan aritmatika sederhana
(penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat
yang tidak memerlukan perhitungan rumit). Penguasaan numerasi dasar
merupakan syarat untuk bisa memahami berbagai topik ilmu pengetahuan
sosial maupun alam. Numerasi dasar juga diperlukan untuk berbagai tugas
praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk melayani fungsi formatif, instrumen Tes Diagnostik cukup
menghasilkan kategori tingkat kemampuan membaca (misalnya: belum
mengenal huruf, mengenal huruf membaca kata, membaca kalimat, dan
membaca paragraf) atau matematika dasar (misalnya: belum mengenal
bilangan, mengenal bilangan, melakukan penjumlahan, melakukan
pengurangan, melakukan perkalian, dan melakukan pembagian). Instrumen
tersebut tidak perlu menghasilkan skor kuantitatif, karena tidak akan
digunakan untuk melakukan pemeringkatan ataupun penilaian sumatif yang
mempengaruhi rapor murid.

Instrumen Tes Diagnostik literasi dan numerasi dasar lazimnya berupa
stimulus tertulis yang diadministrasikan secara individual (satu per satu). Guru
atau asesor berperan menyajikan stimulus dan menilai apakah respons murid
mencerminkan kemampuan pada suatu level literasi dan numerasi tertentu.
Instrumen seperti ini sebaiknya dibuat sederhana agar mudah dipahami dan
digunakan secara reliabel oleh guru dengan beragam pengalaman. Dalam
hal ini, reliabilitas bermakna konsistensi penilaian atau klasifikasi tingkat
kemampuan murid jika asesmen dilakukan di waktu lain atau oleh guru yang
berbeda, tanpa perlu pelatihan yang ekstensif. Idealnya, keterampilan yang
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diperlukan untuk melakukan asesmen secara reliabel dapat diperoleh dengan
menonton video panduan yang disusun oleh Kementerian.

Alternatif lain adalah merancang instrumen literasi dan numerasi dasar
berbasis teknologi digital agar bisa diadministrasikan secara klasikal dan
diskoring secara otomatis. Salah satu pendekatan yang mungkin dipakai
adalah menyajikan stimulus visual berupa teks (huruf, kata, atau kalimat),
meminta murid menyuarakan stimulus teks tersebut, dan kemudian
menentukan apakah suara murid merepresentasikan teks sebagaimana
termuat dalam stimulus. Dalam pendekatan yang lain, instrumen tes tersebut
bisa memberi stimulus berupa suara yang membacakan teks (huruf/kata/
kalimat) dan meminta murid memilih opsi jawaban yang mewakili suara yang
didengar. Pendekatan manapun yang dipilih, tantangan teknis yang dihadapi
cukup kompleks.

Sebagai asesmen formatif, Tes Diagnostik sebaiknya diselenggarakan
oleh satuan pendidikan sebagai bagian dari implementasi kurikulum satuan
pendidikan. Meski demikian, pemerintah sebaiknya menyediakan perangkat
yang mendukung pelaksanaannya berupa instrumen tes, panduan, dan
prosedur operasional terstandar. Pemerintah atau pemerintah daerah juga
dapat mengoordinasikan waktu pelaksanaan, misalnya sebagai bagian dari
masa pengenalan lingkungan sekolah, untuk mengoptimalkan cakupan
pelaksanaan program. Yang tidak kalah penting adalah integrasi program
Tes Diagnostik ini dalam kebijakan kurikulum dan pembelajaran yang
lebih komprehensif, termasuk pelatihan untuk meningkatkan kemampuan
guru dalam memanfaatkan hasil asesmen formatif untuk pembelajaran
terdiferensiasi.
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BAB 6

Penutup R

erdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, berikut adalah
kesimpulan dan rekomendasi pada kajian akademik ini:

6.1 Kesimpulan

1.

Evaluasi pendidikan di Indonesia telah mengalami evolusi sejak
era Ujian Penghabisan (1950-an) hingga Asesmen Nasional (2021).
Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari evaluasi
berbasis ujian high-stakes menuju pendekatan yang lebih holistik,
formatif, dan berorientasi pada pembelajaran mendalam.

Evaluasi pendidikan bukan hanya alat untuk menjustifikasi hasil
belajar murid, tetapi juga mekanisme reflektif untuk pengembangan
dan perbaikan sistem pembelajaran secara berkelanjutan. Koherensi
antara tujuan pendidikan dan evaluasi menjadi kunci untuk
menciptakan sistem yang komprehensif, adil, dan inklusif.

Evaluasi pendidikan yang dirancang dengan baik berperan penting
dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, menjamin kesetaraan
akses, dan mengatasi kesenjangan pendidikan. Evaluasi tersebut
dapat mendorong transformasi pengajaran serta strategi belajar
yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, dengan fokus
pada pemahaman mendalam dan perkembangan murid.

Penilaian kelas dan ujian sekolah yang dikembalikan ke tangan
guru memiliki peran penting dalam mengevaluasi hasil belajar
murid. Namun, kualitas penilaian masih bervariasi antarguru dan
antarsekolah sehingga sulit untuk membandingkan hasilnya secara
adil.

Tes Diagnostik dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dirancang
sebagai layanan asesmen opsional merupakan langkah penting
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untuk menyempurnakan bangunan kebijakan evaluasi pendidikan
yang sudah ada. Namun, implementasi kebijakan ini harus dilakukan
dengan hati-hati agar tidak menambah beban psikologis dan tetap
relevan dengan tujuan transformasi pendidikan.

Data evaluasi pendidikan tidak hanya digunakan untuk melaporkan
kemajuan belajar murid, tetapijuga digunakan untuk pengembangan
kurikulum, peningkatan pengajaran, dan melibatkan orang tua
dalam proses pembelajaran.

6.2 Rekomendasi

78

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah perlu melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1.

Mengembangkan evaluasi pendidikan yang komprehensif dan
dapat mengukur kemampuan individual murid, selaras dengan
tujuan yang lebih luas untuk mendorong pemahaman yang
mendalam dan pengembangan holistik dalam menyempurnakan
kebijakan pendidikan di Indonesia.

Mengembangkan tes terstandar opsional yang dapat digunakan
untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya sehingga
memberikan kesempatan yang adil bagi semua murid.

Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
evaluasi pendidikan, termasuk dalam pengembangan soal dan
pelaksanaan tes.

Menyediakan informasi yang lengkap tentang evaluasi pendidikan
yang baru, termasuk akses terhadap contoh atau materi latihan
bagi semua murid agar mereka dapat mempersiapkan diri secara
mandiri. Penyediaan informasi tersebut merupakan upaya untuk
menyediakan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok
masyarakat dalam proses seleksi murid dan maha baru jalur prestasi.

Menyusun panduan dan prosedur operasional standar
pengembangan TKA, serta menyiapkan materi pelatihan yang
terstandar serta personil fasilitator bagi daerah yang membutuhkan
dukungan lebih intensif bagi tim penulis soal.
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Melakukan kajian berkala terhadap dampak kebijakan evaluasi
pendidikan untuk memastikan bahwa tujuan perbaikan mutu
pendidikan benar-benar tercapai.

Meningkatkan kapasitas guru dalam melakukan penilaian
yang berkualitas melalui pelatihan dan pendampingan yang
berkelanjutan.

Memperbaiki mekanisme akreditasi dengan (i) menyederhanakan
instrumen akreditasi; (i) memperkuat pemanfaatan hasil akreditasi
untuk perbaikan mutu; (iii) melakukan analisis agregat hasil
akreditasi untuk kebijakan pendidikan.

Mengintegrasikan hasil Asesmen Nasional dengan sistem akreditasi
dan indeks SPM Pendidikan untuk memberikan gambaran
komprehensif tentang mutu pendidikan.
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